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MOTTO 
                               
                            
                            
                                    
     
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah 
dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-
mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan 
memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, 
pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin 
yang bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di 
sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb kami, 
sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah Kami; 
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." 
(Q.S. At-Tahrim ayat 8) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
SyariahInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf  latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengantitik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengantitik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengantitik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ix 
 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengantitik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengantitik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengantitik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengantitik di bawah) 
ع ‘ain …’… Komaterbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
و Wau W We 
ِ Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
x 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
TandadanHuruf Nama GabunganHuruf Nama 
ي...أ Fathahdanya Ai a dani 
و...أ Fathahdanwau Au a dan u 
Contoh:  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
xi 
 
HarakatdanHuruf Nama HurufdanTanda Nama 
ي...أ Fathahdanalifatauya a> 
a dangaris di 
atas 
ي...أ Kasrahdanya i> 
idangaris di 
atas 
و...أ Dammahdanwau u> 
u dangaris 
di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. ييز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a.  Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah 
ataudammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisahmaka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atulatfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
xii 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اُّتز Rabbana 
2. لّصَ Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
xiii 
 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. ٌورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤُنا An-Nauꞌu 
 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ دحًي اي و Wa ma>Muhaamdunilla>rasu>l 
 ٍيًناعنا بز للهدًحنا Al-hamdulillahirabbilꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
xiv 
 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkai. 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ٍيقشاسناسيخ ىهن الله ٌإو 
Wainnalla>ha lahuwakhairar-ra>ziqin / 
Wainnalla>ha lahuwakhairur-ra>ziqi>n 
 ٌاصيًناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kailawal mi>za>na 
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ABSTRAK 
YUNI MURYANTI, NIM 15.21.3.1.044, “PERBANDINGAN 
HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”. 
Penelitian ini mengkaji tentang hukuman bagi pelaku pedofilia dari sudut pandang 
hukum positif dan hukum pidana Islam. Tulisan ini berfokus pada penjatuhan 
hukuman bagi pelaku pedofilia, yang kemudian membandingkan hukuman bagi 
pelaku pedofilia berdasarkan kedua sumber hukum yaitu hukum positif dan 
hukum pidana Islam.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan (library research). Mengingat hal yang dikaji adalah perbandingan 
hukuman dari kedua sumber hukum yaitu hukum positif dan hukum pidana Islam, 
maka data yang diperlukan sebagai sumber data penelitian adalah data sekunder 
yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
tersier.  
Mengingat metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yang 
sifatnya menjelaskan kosep hukuman bagi pelaku pedofilia berdasarkan sudut 
pandang hukum positif dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian tersebut 
dianalisis dengan menggunakan perbandingan dari kedua konsep hukum tersebut. 
Dari kedua sumber hukum tersebut adanya perbedaan hukuman dari kedua konsep 
sumber hukum tersebut. Dalam hukum positif hukuman bagi pelaku pedofilia 
adalah hukuman pokok yang berupa hukuman penjara dan deda serta hukuman 
tambahannya berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi, kebiri kimia dan 
pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dalam hukum pidana Islam hukuman 
berupa cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Namun  ada 
sebadian ulama yang menghendaki hukuman ta’zi>r. Hukuman ta’zi>r yaitu 
penjatuhan hukuman yang diserahkan kepada penguasa yang berwenang. 
Hukuman tersebut diberikan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pedofilia 
untuk tidak mengulangi perbuatannya. 
 
Kata Kunci: Hukuman, pedofilia, hukum positif dan hukum pidana Islam. 
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ABSTRACT 
 
 YUNI MURYANTI, NIM 15.21.3.1.044, "COMPARISON OF 
PUNISHMENT FOR PEDOFILIA'S CRIMINAL ACT IN THE POSITIVE LAW 
AND ISLAMIC CRIMINAL PERSPECTIVE". This study examines penalties for 
pedophiles from the perspective of positive law and Islamic criminal law. This 
paper focuses on imposing penalties for pedophiles, who then compare the 
penalties for pedophiles based on two sources of law namely positive law and 
Islamic criminal law. 
 The research method used in this research is library research. 
Considering the matter studied is the comparison of penalties from the two 
sources of law namely positive law and Islamic criminal law, the data needed as a 
source of research data is secondary data consisting of primary legal material, 
secondary legal material and tertiary legal material. 
 Given the method used is a descriptive method, which is to explain the 
concept of punishment for pedophiles based on the perspective of positive law and 
Islamic criminal law. The results of the study were analyzed using a comparison 
of the two legal concepts. From the two sources of law there are different 
penalties from the two concepts of the legal source. In the positive law, penalties 
for pedophiles are the main penalties in the form of prison and fines, and 
additional punishment in the form of announcements of the perpetrators' identity, 
rehabilitation, castration of chemicals and installation of electronic detection 
devices. In Islamic criminal law the form of caning is one hundred times and 
exiled for one year. But there are some scholars who want ta'zi'r. Ta'zi'r 
punishment is the sentence handed down to the authorities. The sentence is given 
to provide a deterrent effect for pedophiles not to repeat their actions. 
 
Keywords: Punishment, pedophilia, positive law and Islamic criminal law. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia cukup 
memprihatinkan dan membuat resah masyarakat terutama ibu-ibu yang 
memiliki anak perempuan. Mengapa demikian, karena kasus pelecehan 
seksual yang menimpa pada anak menjadikan posisi anak semakin 
terancam akibat dari hasrat seksual yang dilampiaskan kepada anak 
sebagai sasarannya. Hal ini jelas membuat keberlangsungan dan 
pertumbuhan anak sebagai korban dari pelecehan seksual menjadi 
terciderai. Sehingga anak akan mengalami trauma fisik dan mental akibat 
korban dari kejahatan tersebut.
1
 
Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting 
untuk pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari 
Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas 
perlindungan dari kekerasan. Ruang lingkup perlindungan hukum bagi 
anak-anak mencakup: (1) Perlindungan terhadap kebebasan bagi anak; (2) 
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 Atet Sumanto, “Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan 
Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia”. Jurnal Perspektif , vol 22 No. 2 Tahun 
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 Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan (3) Perlindungan 
hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan 
kesejahteraan.
2
 
Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan 
di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena 
baru kekerasa seksual terhadap anak. Pelaku kejahatan seksual terhadap 
anak sering biasa disebut sebagai Pedofilia. Diamana kejahatan ini 
dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa terhadap anak di bawah umur dan 
pra remaja sebagai korbannya. Banyaknya kasus kejahatan seksual 
terhadap anak membuat masyarakat menjadi takut dan merasa tidak 
nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat.
3
  
Kasus pedofilia yang menimpa anak-anak di Indonesia bukan 
hanya melibatkan pelaku dari sejumlah orang lokal yang memiliki 
kelainan psikologis, tetapi juga melibatkan jaringan internasional. Di Bali, 
kasus pedofilia yang terbongkar beberapa waktu lalu menyita perhatian 
dunia Internasional karena anak-anak yang menjadi korban pedofil bukan 
hanya teraniaya secara seksual, tetapi juga karena mereka tewas secara 
mengenaskan.
4
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Seperti halnya kasus yang terjadi di Tangerang, yaitu sebanyak 41 
anak menjadi korban. Berdasarkan rumor yang beredar pelaku diketahui 
berperan sebagai dukun palsu untuk memengaruhi korban. Pelaku menarik 
perhatian dengan memberikan apa yang disenangi korban, dengan cara 
memberikan uang, mainan, dan hadiah berupa barang. Pelaku juga bisa 
menggunakan cara kasar, yaitu dengan mengancam korban. Efek dari dari 
kejadian tersebut anak menjadi takut, murung, bahkan sakit secara fisik.
5
 
Selain itu kasus yang lain juga terjadi di Tangerang, dengan menelan 
korban 25 anak pada tahun 2018.
6
 
Kasus yang sama juga terjadi di Pekanbaru, pelaku mencabuli 2 
bocah yaitu kakak beradik dan perbuatan yang tidak senonoh tersebut telah 
dilakukan beberapa kali dengan korban yang sama dan modus yang sama 
yaitu akan dikasih  main game mobile legends.
7
 Selain itu kasus lain yang 
terjadi di Tangerang, yaitu seorang kakek yang mencabuli 9 bocah dengan 
iming-iming uang jajan. Ada juga kasus pedofil yang melakukan 
pencabulan terhadap sejumlah bocah di Majuja sejak tahun 2018, Sulawesi 
Tengah.
8
 Pelaku tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa tetapi juga 
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bisa dilakukan oleh seorang anggota TNI di Kendari dengan korbannya 
anak anggota TNI dan Polri.
9
 
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kenapa pedofilia makin 
marak mengancam anak-anak Indonesia salah satunya adalah berkaitan 
dengan ancaman hukuman yang sangat longgar, dimana para pelaku 
pedofil yang tertangkap dan diproses di pengadilan umumnya hanya 
diganjar hukuman kurungan dalam hitungan bulan.
10
 
Tindakan kejahatan seksual merupakan tindakan yang merugikan 
orang lain karena tindak kejahatan seksual adalah suatu bentuk 
pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum. Dengan demikian 
mereka yang melakukan tindak kejahatan seksual diberikan sanksi pidana 
sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan 
hukum atas kejahatan yang dilakukannya.
11
 
Ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah 
memberikan perlindungan terhadap anak. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 
menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembangan serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Kemudian secara spesifik juga diatur dalam Pasal 59 ayat (2) 
huruf j Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas 
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Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam 
peraturan tersebut dijelaskan bahwa anak harus mendapat perlindungan 
dari segala kekerasan dan diskriminasi, serta mendapat perlindungan 
khusus akibat kejahatan seksual. Perlindungan terhadap anak ini sangat 
dibutuhkan agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. 
Perlindungan itu juga dibutuhkan agar anak terhindar dari segala bentuk 
kejahatan, khususnya kejahatan seksual yang dilakukan oleh pedofilia.
12
 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di 
dalamnya mengatur beberapa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual 
terhadap anak, hukuman tersebut seperti hukuman penjara yang 
berlangsung beberapa tahun. Tetapi jika kita melihat dari fakta yang 
terjadi, hukuman penjara saja tidak cukup untuk memberikan efek jera 
pada  pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia), 
karena dalam proses peradilan vonis yang diterima oleh seorang pedofilia 
tergolong masih ringan dan seorang pedofilia juga merupakan orang yang 
menderita gangguan psikoseksual yang penyembuhannya sangat sulit 
untuk dilakukan. 
Pemerintah dan DPR telah melakukan revisi terhadap Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Revisi itu 
dilakukan melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. 
                                                          
       
12
 Atet Sumanto, “Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetuguhan Dengan 
Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia”, Jurnal Perspektif, vol. 22 Nomor 2, Edisi 
Mei, 2017 hlm. 111-112. 
6 
 
 
 
Meskipun Undang- Undang Perlindungan Anak telah direvisi, sanksi yang 
dianut dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tersebut masih 
menggunakan pidana penjara dan memberikan tambahan pidana penjara 
sepertiga apabila pelaku merupakan orangtua, pengasuh anak, tenaga 
pendidik, dan lain-lain. Sehingga membuat Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) dan pihak terkait lainnya 
memunculkan suatu wacana untuk menambahkan sanksi kebiri kimia 
untuk dapat membuat efek jera yang sebenarnya bagi pedofilia.
13
  
Mengingat daruratnya negara Indonesia akan kejahatan seksual 
terhadap anak, akhirnya Pemerintah mengesahkan Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang- Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
menjadi Undang-Undang. Di mana Undang-undang No. 17 Tahun 2016 
tersebut merupakan amandemen kedua dari Undang-Undang Perlindungan 
anak sebelumnya (UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014).
14
 
Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tersebut mengatur 
lebih luas lagi dalam pemberatan sanksi pidana bagi pelaku yang 
melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia). Di mana salah satu 
pemberatan sanksi pidana adalah hukuman kebiri kimiawi. Kebiri kimia 
ini juga sudah banyak diterapkan di berbagai negara. Kebiri kimia ini 
merupakan suntikan kimia (chemical emasculated) yang berfungsi 
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menghilangkan hormon seksual pada pedofilia yang menjadi faktor 
terpenting untuk menimbulkan gairah seksual. Hukuman tersebut 
merupakan hukuman tambahan bagi pelaku pedofilia. 
Dalam Islam ada beberapa ketentuan yang telah diatur baik dalam 
hal perbuatan maupun beserta hukumannya. Perbuatan tersebut berlingkup 
pada tindak pidana qișāș, ḥudūd, dan ta’zi>r. Qișāș adalah hukuman 
pembalasan secara setimpal, sama, dan sepadan dengan perbuatan pelaku 
terhadap korban. Ḥudūd adalah semua jenis tindak pidana yang telah 
ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah SWT dan  oleh Nabi 
SAW dalam hadist. Ta’zi>r  adalah semua jenis sanksi hukum yang 
ditetapkan oleh ototritas pemerintah disuatu instansi atau negara.
15
 
Dalam kasus pedofilia ini Islam belum mengatur secara signifikan 
tentang hukumannya. Ketentuan hukum tentang pelecehan seksual ini 
masih menjadi ijtihad para ulama. Maka dari itu bentuk hukumannya 
berupa ta’zi>r  .  Hukuman ta’zi>r  yang dikenakan kepada pelaku pelecehan 
seksual  harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual, hukuman itu 
diberikan kepada pelaku untuk memberikan efek jera dan kemaslahatan.  
Di dalam Al-Qur‟an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang 
pelecehan seksual. Zina adalah hubungan badan yang diharamkan (di luar 
hubungan pernikahan) dan sengaja oleh pelakunya. Zina termasuk dosa 
besar yang paling keji dan tidak satu agama pun menghalalkannya.
16
 Dasar 
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diharamkannya perbuatan tersebut, sebagaimana terdapat dalam surat Al-
Isra‟ ayat 32:  
                  
Artinya: 
   “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu 
adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”  
Dalam pengamatan sejumlah ulama al-Qur‟an, ayat-ayat yang 
menggunakan kata “jangan mendekati” biasanya merupakan larangan 
mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk 
melakukannya. Dengan demikian larangan mendekati mengandung makna 
larangan untuk terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi 
mengantar kepada langkah melakukannya. Hukuman seks seperti 
perzinahan, maupun ketika istri sedang haid, demikian pula perolehan 
harta secara batil, memiliki rangsangan yang kuat, karena itu Al-Qur‟an 
melarang mendekatinya.
17
 
Dasar larangan tersebut yaitu perbuatan yang dilakukan didasari 
atas suka sama suka. Namun dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh 
pedofilia yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap 
seorang anak atau pra remaja dengan unsur paksaan atau keinginan salah 
satu pihak. Maka dapat dilihat bahwa yang dapat dijatuhi hukuman adalah 
seorang dewasa atau telah baligh yang cakap akan hukum. Awal sanksi 
zina adalah cercaan dan hinaan (surat An-Nisa ayat 16), selanjutnya 
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 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 458-459. 
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kurungan dalam rumah (surat An-Nisa ayat 15), tahap berikutnya 
hukuman dera (surat an-Nur 2).
18
 
Dasar hukuman zina adalah sebagai berikut: 
                         
                        
                  
Artinya:  
“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka 
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan 
janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk 
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan 
hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” 
 
  Ayat pada surat ini mengandung ketetapan hukum yang bersifat 
pasti yaitu perempuan pezina yang gadis dan laki-laki pezina yang masih 
jejaka, yakni keduanya belum pernah menikah, maka cambuklah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus kali cambukan, jika kedalahannya terbukti 
sesuai dengan syarat-syaratnya.
19
 
Sanksi bagi pelaku zina yaitu dicambuk sebanyak seratus kali dan 
diasingkan selama satu tahun. Tentang pengasingan ini, untuk konteks saat 
ini bisa berupa hukuman penjara. Dalam pelaksanaan hukuman rajam dan 
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cambuk ini, hendaknya disaksikan oleh orang banyak agar menjadi 
pelajaran bagi mereka.
20
 
Dari beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa ada 
beberapa perbedaan hukuman bagi pelaku pedofilia antara hukum positif 
dengan hukum pidana Islam. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji 
lebih mendalam tentang perbedaan dari kedua sumber tersebut. Dengan 
mengangkat judul “Perbandingan Hukuman Bagi Pelaku Tindak 
Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana 
Islam”. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana hukuman bagi pelaku pedofilia dalam hukum positif dan 
hukum pidana Islam ? 
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukuman bagi pelaku pedofilia 
dalam hukum positif dan hukum pidana Islam ? 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mejelaskan tentang hukuman bagi pelaku pedofilia dalam 
hukum positif dan hukum pidana Islam. 
2. Untuk menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan hukuman bagi 
pelaku pedofilia menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis: Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 
rujukan dan wawasan dalam perkembangan ilmu khususnya ilmu 
hukum dan hukum Islam mengenai hukuman bagi pelaku pedofilia 
2. Manfaat Praktis: Memberikan informasi kepada masyarakat dan juga 
dapat menjadi bahan rujukan bagi para mahasiswa dalam melakukan 
penelitian yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelaku 
pedofilia baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. 
E. Kerangka Teori 
1. Hukuman 
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “hukuman” berasal dari 
kata “hukum” yang berarti aturan, sekumpulan aturan, dan norma. 
Sedangkan kata “hukuman”, secara etimologi memiliki makna sifat yang 
telah diberi imbuhan “an” pada akhir kata, dengan maksud sanksi hukum 
atau petanggungjawaban atas suatu perbuatan.
21
 Hukuman dalam istilah 
Arab sering disebut „uqubah, yaitu bentuk balasan dari seseorang yang 
atas perbuatannya melanggar ketentuan syara‟ yang ditetapkan Allah dan 
Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.
22
 
Menurut Abd al-Qadir Awdah hukuman adalah suatu penderitaan 
yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar 
                                                          
       
21
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi 3, (Jakarta: Balai 
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aturan.
23
 Menurut Sudarto yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, 
hukuman penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang melakukan 
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
24
 
2. Pedofilia 
Pedofilia berasal dari bahasa Yunani (pais, paios=anak; 
phileo=mencintai) adalah penyimpangan seksual dengan anak-anak kecil 
dimana orang dewasa mencari kepuasan seksual dengan anak-anak kecil 
(anak-anak praremaja).
25
 Menurut Diagnostik dan Statistik Manual 
Gangguan Jiwa (DSM), pedofilia adalah parafilia dimana seseorang 
memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan 
fantasi tentang anak-anak prapuber dan dimana perasaan mereka memiliki 
salah satu peran atau yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan 
interpesional.
26
 
Menurut Sadarjoen pedofilia adalah cinta kepada anak-anak, yang 
mana keintiman seksual dicapai melalui manipulasi alat genital anak-anak 
                                                          
       
23
 Makhrus Munajat, Hukum Pidana islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 112. 
 
       
24
 Muhamad Fathurahman Bin Azizan, “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia 
(Studi Perbandingan Hukum Islam Menurut Ulama Klasik dan Perppu Ni. 1 Tahun 2016)”, 
Skripsi, Jurusan  Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. Banda 
Aceh. Banda Aceh. 2018. hlm. 9. 
 
       
25
 Yustinus Semium & OFM, Kesehatan Mental 2, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 49.  
 
       
26
 Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, “Pedifilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan 
Perlindungan Terhadap Anak”, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01 Nomor 1, Januari-April 2015, hlm. 
33. 
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atau oleh anak, melakukan panetrasi penis sebagian atau keseluruhan 
terhadap alat genetikal.
27
  
Erich Formm mengidentifikasi pedofilia adalah penyakit 
penyimpangan seksual yang masuk dalam kategori sadisme, dengan 
perilaku sadis pada saat itulah pelaku merasa berkuasa terhadap korbannya 
dan semakin korban merasa sakit ketika disodomi atau disetubuhi maka 
semakin berkuasa.
28
  
Pedofilia merupakan jenis kejahatan terhadap anak yang sudah 
lama terjadi di masyarakat. Pelakunya disebut pedofil yakni manusia 
dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang.
29
 Pelaku pedofilia 
tidak hanya berjenis kelamin laki-laki, tetapi juga perempuan. Dalam 
praktiknya, perilaku ini bisa dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki 
atau perempuan, begitu juga perilaku perempuan bisa melakukan hal yang 
sama dengan seperti laki-laki.
30
 
 
 
                                                          
       
27
 Yuninda Tria Ningsih dkk., “Dinamika Psikologis Anak Korban Pedophilia Homoseksual 
(Sebuah Studi Fenomenologis)”, Jurnal RAP UNP, (Padang) Vol. 8 Nomor 1, Mei 2017, hlm. 114. 
 
       
28
 Muhammad Andi Dirgantara dkk., “Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan 
Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia,” USU Law Journal, Vol.5 Nomor 1, Januari 2017, 
hlm. 122. 
 
       
29
 Misfatur Ruhma dan Erni Agustina Setiowati, “Pengetahuan Tentang Pedofilia Dan 
Kecemasan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Orang Tua Dengan Anak Berkebutuhan Khusus,” 
Jurnal Proyeksi, Vol. 12 Nomor 2, 2017, hlm. 61. 
 
       
30
 Heri Cahyono dkk., “Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi Dalam 
Mengatasi Amoral),” JMKS (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan), Vol 
3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm. 3. 
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3. Hukum Positif 
Hukum positif adalah sebutan lain dari hukum pidana Indonesia, 
yaitu aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Moeljatno 
mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang 
berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan 
untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi 
siapa saja yang melanggarnya.
31
 Sedangkan menurut Soedarto bahwa 
hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada 
perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat 
yang berupa pidana.
32
 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah 
sekumpulan aturan-aturan hukum yang berisi perintah dan larangan yang 
ditujukan kepada warga negara Indonesia serta bagi yang melanggar akan 
diberikan sanksi atau hukuman oleh pejabat negara yang berwenang. 
4. Hukum Pidana Islam 
Hukum Pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah fiqh 
Jinayah.
33
 Menurut Abd al-Qadir Awdah jinayah yaitu perbuatan yang 
dilarang oleh syara‟ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau 
                                                          
       
31
 Makhrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm. 1. 
 
       
32
 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), 
hlm. 9. 
 
       
33
 M Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 2. 
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lainnya. Jadi jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara‟ 
karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal 
(intelegensi). Sedangkan dalam istilah Hukum Pidana Islam adalah 
ketentuan-ketentuan syara‟ yang melarang untuk berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut 
dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta, pengertian dari 
Haliman dalam disertasinya.
34
 
F. Tinjauan Pustaka 
Setelah penulis menelusuri beberapa literatur skripsi Fakultas 
Syari‟ah IAIN Surakarta, penulis tidak menemukan skripsi yang berkaitan 
dengan perbandingan hukuman bagi pelaku pedofilia dalam perspektif 
hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Akan tetapi beberapa 
penelitian yang membahas tentang hukuman bagi pelaku pedofilia 
diantaranya skripsi yang ditulis Fahmi Rizki mahasiswa dari Universitas 
Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul, “Sanksi Kebiri Bagi 
Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam”. Pada 
skripsi ini membahas tentang pemberian sanksi kebiri bagi pelaku 
pedofilia menurut hukum Islam. Selain itu bagaimana pandangan hukum 
Islam tentang sanksi kebiri. Sedangkan pada penelitian skripsi ini 
membahas hukuman bagi pelaku pedofilia tidak hanya pada hukum Islam 
                                                          
       
34
 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia,  (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 1-2. 
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tetapi juga membahas bagaimana hukuman bagi pelaku pedofilia menurut 
hukum positif.
35
 
Pada skripsi yang ditulis oleh Nur Hot Maida mahasiswa dari  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “Studi Analisis 
Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pedofilia 
Di Indonesia”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang tindak pidana 
pedofilia dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam yang 
lebih berfokus pada tindakan atau perbuatan pelaku pedofilia. Sedangkan 
dalam skripsi saat ini membahas hukuman bagi pelaku pedofilia menurut 
hukum positif dan hukum pidana Islam, menitik beratkan pada 
hukumannya.
36
 
Jurnal JOM Fakultas Hukum III Nomor 2, Oktober 2016 dengan 
judul “Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia 
Menurut Hukum Pidana Positif”, oleh Vicky Khoili Winarto. Dalam 
penelitian tersebut membahas tentang kebijakan pemerintah dalam 
menangani masalah hukuman bagi pelaku pedofilia berdasarkan hukum 
positif. Sedangkan dalam penelitian yang sekarang penelitiannya tidak 
hanya pada hukum positif saja tetapi juga membahas bagaimana hukuman 
bagi pelaku pedofilia menurut hukum pidana Islam.
37
 
                                                          
       
35
 Fahmi Rizki, “Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum 
Islam”, Skripsi, Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018. 
 
       
36
 Nur Hot Maida, “Studi Analisis Antara Hukum Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang 
Tindak Pidana Pidana Pedofilia Di Indonesia,” Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah 
Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2018. 
 
       
37
 Vicky Khoili Winarto, “Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia 
Menurut Hukum Pidana Positif,” Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. III Nomor 2, Oktober 2016. 
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Penelitian yang sekarang ini yaitu membahas tentang perbandingan 
hukuman bagi pelaku pedofilia dalam perspektif hukum positif dan hukum 
pidana Islam. Menjelaskan beberapa hukuman sesuai dengan perbuatan 
yang dilakukan oleh pelaku pedofil dalam sudut pandang hukum positif 
dan hukum pidana Islam. Kemudian membandingan hukuman dari setiap 
perbuatan yang dilakukan oleh pedofilia  antara  hukum positif dan hukum 
pidana Islam. 
G. Metode Penelitian 
Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan 
memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara 
maksimal. Metode ini terdiri dari: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library 
research) dengan memanfaatkan dokumentasi-dokumentasi berupa buku-
buku, jurnal, hasil-hasil penelitian yang ada di perpustakaan serta beberapa 
sumber lain seperti buletin, brosur dan internet.
38
 Penelitian pustaka ini 
digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkaitan dengan hukuman bagi 
pelaku pedofilia baik dalam hukum positif maupun pada hukum pidana Islam. 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analitis-
komparatif. Deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk memberi 
                                                          
       
38
 Sofiyan A.P., Metode Penelitian Hukum islam, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 
154-155. 
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gambaran atau mendiskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti 
tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah menang demikian 
keadaannya.
39
 Kemudian  penyusun akan menganalisis objek penelitian 
dengan perbandingan dari kedua sumber hukum yaitu hukum positif dan 
hukum Pidana Islam.  
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini berupa sumber data 
sekunder. Data sekunder yaitu data berupa bahan yang bukan dari sumber 
pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk 
menjawab masalah yang diteliti.
40
 Sumber data sekunder ini terdiri dari: 
a. Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari sumber 
asli atau pertama,
41
 bahan tersebut berupa bahan-bahan hukum yang 
mengikat, dan terdiri dari: UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Republik 
Indomesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
                                                          
       
39
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 
R&d), (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 14. 
 
       
40
 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 
2006), hlm. 17. 
       
41
 Ibid.. hlm. 129. 
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Menjadi Undang-Undang, hukum adat sebagai sumber bahan hukum 
positif.
42
  
Sedangkan dalam Hukum Islam sumber hukum yang digunakan 
yaitu Al-Qur‟an dan Hadist yang merupakan sumber utama bahan hukum 
Islam. Selain itu juga menggunakan Kitab Fiqih Pendapat Para Ahli atau 
Ulama. 
b. Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer,
43
 yang terdiri dari buku-buku, jurnal dan karya 
lainnya yang berkaitan dengan masalah pedofilia baik dalam hukum positif 
maupun hukum pidana Islam.   
c. Bahan hukum tersier 
Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: 
kamus-kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.
44
  
4. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk keperluan pengumpulan data, teknik yang digunakan yaitu  
studi kepustakaan. Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul „Metode 
                                                          
       
42
 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm 
113-114. 
 
       
43
 Ibid.. hlm. 114. 
 
       
44
 Ibid.  
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Penelitian‟ mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan 
adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelitian terhadap 
buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang ada 
hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.
45
 
5. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penyusunan hasil 
penelitian. Teknik analisis yaitu dengan menggunakan metode kualitatif yaitu 
penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan 
menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu 
(informan) dalam latar ilmiah.
46
 Penelitian ini akan menguraikan secara teratur 
seluruh bahasan mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian 
ini, dengan memaparkan berbagai informasi mengenai hukuman bagi pelaku 
pedofilia menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Informasi yang 
telah didapatkan dari penelusuran dan pengumpulan data kemudian dianalisis 
untuk memperoleh pemahaman yang fokus mengenai hukuman bagi pelaku 
pedofilia menurut hukum positif maupun hukum pidana Islam. 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing 
terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk 
                                                          
       
45
 M. Nazir, Metode Penelitian cet ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27. 
 
       
46
 Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Raja Grafindo Persada: Depok, 2018), hlm. 91. 
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mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan 
dalam tiap bab. 
BAB I : bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian penulisan serta sistematikan penulisan. 
BAB II : yakni berisi landasan teori yaitu menjelaskan beberapa 
teori-teori yang terkait dengan konsep hukuman dalam hukum positif dan 
hukum pidana Islam, tindak pidana pedofilia, ruang lingkup pedofilia yang 
terdiri dari karakteristik pedofilia dan dampak pedofilia. 
 BAB III : sedangkan dalam bagian ini yaitu menjelaskan tentang 
tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pedofilia menurut hukum positif 
dan hukum pidana Islam.  
BAB, IV : bagian ini menganalisis beberapa data yang diperoleh 
tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pedofilia kemudian 
membandingkan hukumannya dari kedua sumber hukum yaitu menurut 
hukum positif dan hukum pidana Islam.  
BAB V : bagian ke lima ini berupa penutup yang berisi kesimpulan 
dan saran-saran hasil penelitian terhadap bagian latar belakang perbuatan 
pedofilia dengan penjatuhan hukuman menurut hukum positif dan hukum 
pidana Islam. 
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BAB II 
KONSEP HUKUMAN DAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM 
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
A. Konsep Hukuman  
1. Hukuman Dalam Hukum Positif 
a. Pengertian Hukuman 
Hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang 
dijatuhkan oleh hakim dengan ponis kepada orang yang telah 
melanggar undang-undang hukum pidana.
1
 Hukuman adalah 
ancama bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi atau hukuman 
bersifat penderitaan karena hukuman itu dimaksudkan sebagai 
hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang 
terhadap kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana.
2
 
Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan 
konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah 
karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup 
luas. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, 
maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang 
dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.
3
 Roeslan 
                                                          
       
1
 R. Soesilo, Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 35. 
 
       
2
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: 
Kencana, 2014), hlm. 65. 
 
       
3
 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 185-186. 
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Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud 
suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada 
pelaku delik itu.
4
 
Dari beberapa pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa 
hukuman atau pidana adalah suatu derita atau nestapa  yang 
diberikan negara kepada pelaku kejahatan atau tindak pidana untuk 
memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan tersebut 
sesuai dengan aturan yang berlaku. 
Berdasarkan pengertian hukuman atau pidana diatas maka 
pidana harus mengandung unsur-unsur dan cir-ciri, yaitu: a. pidana 
itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau 
nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, b. pidana 
itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), c. pidana itu 
dikenakan kepada seseorang telah melakukan tindak pidana 
menurut undang-undang, d. pidana itu merupakan pernyataan 
pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar 
hukum.
5
 
 
 
                                                          
       
4
 Ibid. 
 
       
5
 Ibid.. hlm. 186.  
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b. Tujuan hukuman antara lain adalah sebagai berikut:6  
Pertama, sebagai suatu pembalasan, kedua, mempertakutkan 
untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, ketiga, sebagai 
pencegahan, keempat, memperbaiki orang yang berbuat baik. 
c. Macam-macam hukuman terdapat dalam Pasal 10 KUHP 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
1) Hukuman pokok: Hukuman mati adalah hukuman yang paling 
tua, setua umat manusia.
7
 Tujuan dari hukuman mati itu sendiri 
selalu ditujukan pada khalayak ramai agar mereka dengan 
ancaman hukuman akan merasa takut apabila melakukan 
perbuatan-perbuatan kejam.
8
 Seperti makar terhadap presidem 
dan wakil presiden (Pasal 104 KUHP). 
2) Hukuman penjara adalah berupa pembatasan kebebasan 
bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan 
menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga 
Pemasayarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus 
menaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah 
melanggar.
9
 Hukuman penjara  itu seumur hidup atau sementara. 
                                                          
       
6
 R. Soesilo, Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 34. 
 
       
7
 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 194. 
 
       
8
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: 
Kencana, 2014), hlm. 66. 
  
       
9
 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, hlm. 196. 
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Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari 
dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut. Selain itu 
lamanya hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh 
lebih dari dua puluh tahun.
10
  
3) Hukuman kurungan adalah hukuman kurungan dapat 
dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling 
lama satu tahun.
11
 Seperti pada Pasal 369 KUHP dan Pasal 483 
KUHP. 
4) Hukuman denda adalah hukuman denda dijatuhkan terhadap 
delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. 
Dimana hukuman denda ini adalah satu-satunya pidana yang 
dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.
12
 
5) Hukuman-hukuman tambahan: Pencabutan beberapa hak 
tertentu adalah suatu hukuman di bidang kehormatan dengan 
melalui dua cara, yaitu pertama tidak bersifat otomatis, tetapi 
harus ditetapkan dengan putusan hakim; dan yang kedua tidak 
berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu sesuai 
undang-undang dengan suatu putusan hakim.
13
 Seperti pada 
Pasal 35 KUHP.  
                                                          
       
10
 R. Soesilo, Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 37-38. 
 
       
11
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: 
Kencana, 2014), hlm. 69. 
 
       
12
 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 198. 
 
       
13
 Ibid.. hlm 200-201. 
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6) Pengumuman keputusan hakim adalah suatu putusan yang 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai 
hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa disiarkan 
dengan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim 
misalnya melalui surat-surat kabar, radio, ditempelkan ditempat 
umum sebagai plakat dan sebagainya.
14
 Tujuan hukuman 
tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap 
kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dana 
lainnya.
15
  
2. Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam 
a. Pengertian Hukuman 
Hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan 
kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang 
mafsadah dan untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat 
dan tertib sosial. Selain itu hukuman itu harus bersifat umum, 
maksudnya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama 
dihadapan hukum.
16
 
                                                          
       
14
 R. Soesilo, Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 60. 
 
       
15
 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, hlm 202. 
 
       
16
 H.A. Djajuli, Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 1997), hlm. 25-26. 
 
27 
 
Ulama fiqh mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tindak 
pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
17
 
1) Hukuman itu disyari’atkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum 
yang ditetapkan dan diakui oleh syari’at Islam. 
2) Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, 
karena pertanggungjawaban tindak pidana hanya di pundak 
pelakunya, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana 
yang dilakukan oleh seseorang. 
3) Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, 
karena pelaku tindak kejahatandi muka hakim berlaku sama 
derajatnya, tanpa membedakan apakah itu kaya atau miskin, 
rakyat atau penguasa. 
b. Tujuan Hukuman 
Penerapan hukuman yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi 
individu dan masyarakat, dengan demikian, hukuman yang baik 
adalah:
18
 
1) Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat, atau 
menurut Ibn Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu 
untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (prefentif) dan 
menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif). 
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2) Batas tertinggi dan terendah suatun hukuman sangat tergantung 
kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila 
kemaslahatan mengehendaki beratnya hukuman, maka hukuman 
diperberat. 
3) Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan 
itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya 
untuk kemslahatannya 
4) Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya 
tidak jatuh kedalam suatu maksiat. 
5) Penghapusan dosa (ekspiation), konsep ini berasal dari pemikiran 
yang bersifat relegius yang bersumber dari Allah.
19
 
6) Menjerakan (detern) 
7) Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (rehabilitation of the 
criminal), pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah 
sikap dan perilaku jarimun agar tidak mengulangi kejahatannya. 
c. Macam-macam Hukuman 
Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak 
pidananya, diantaranya: 
1) Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya 
dalam al-Quran dan al-Hadist, maka hukuman dapat dibagi 
menjadi dua:
20
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a) Hukuman yang ada nashnya, yaitu ḥudūd, qișāș, diyat, dan 
kifarāh. Misalnya hukuma pezina, pencuri, perampok, 
pemberontak, pembunuhan, dan orang yang mendzihar 
istrinya. 
b) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan 
hukuman ta’zi>r, seperti percobaan melakukan tindak pidana, 
tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, dan melanggar aturan 
lalu-lintas. 
2) Ditinjau dari segi hubungan antara suatu hukuman dengan 
hukuman lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat:
21
  
a)  Hukuman pokok (al-‘uqubat al-ashliyah), yaitu hukuman 
yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi 
pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina ghayru 
muhshan. 
b) Hukuman pengganti (al-‘uqubat al-badaliyah), yaitu hukuman 
yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman 
pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, 
seperti hukuman diyat/denda bagi pembunuh sengaja yang 
dimaafkan qishashnya oleh keluarga korban atau hukuman 
ta’zi>r  apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa 
had tidak dapat dilaksanakan. 
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c) Hukuman tambahan (al-‘uqubat al-taba’iyah), yaitu hukuman 
yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman 
pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk 
mendapat waris dari harta terbunuh. 
d) Hukuman pelengkap (al-‘uqubat al-takmiliyah) yaitu hukuman 
yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang 
telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang 
telah dipotong di lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan 
keputusan hakim tersendiri. Sedangkan hukuman pengganti 
tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri. 
3) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, 
maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:
22
 
a) Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, di mana hakim 
tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti 
hukuman had. 
b) Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan 
batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang 
paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-
kasus maksiat yang diancam dengan ta’zi>r. 
4) Ditinjau dari segi sasaran hukum, hukuman dibagi menjadi 
empat:
23
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a) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan 
manusia, seperti hukuman jilid. 
b) Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman mati. 
c) Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, 
seperti hukuman penjara atau pengasingan. 
d) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, 
seperti diyat, denda dan perampasan. 
d. Pelaksanaan Hukuman 
Yang melaksanakan hukuman adalah petugas yang ditunjuk oleh 
imam untuk melaksanakan hal itu.
24
 
e. Syubhat dan Hal-Hal yang Dapat Mempengaruhi Hukuman 
Hukuman hapus apabila:
25
  
1) Pelaku meninggal dunia, kecuali untuk hukuman yang berupa 
denda, diyat, dan perampasan harta. 
2) Hilangnya anggota badan yang harus dikenai hukuman, maka 
hukumannya berpindah kepada diyat dalam kasus jari><mah qişāș. 
3) Tobat dalam kasus jari><mah hirābah, meski Ulul Amri dapat 
menjatuhkan hukuman ta’zi>r  bila kemaslahatan umum 
menghendakinya. 
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4) Perdamaian dalam kasus jari><mah qişāș dan diyat. Dalam hal ini 
Ulil Amri dapat menjatuhkan hukuman ta’zi>r bila kemaslahatan 
umum menghendakinya. 
5) Pemaafan dalam kasus qişāș dan diyat serta dalam kasus jari><mah 
ta’zi>r  yang berkaitan dengan hak adami. 
6) Diwarisinya qişāș, dalam hal ini Ulil Amri dapat menjatuhkan 
hukuman ta’zi>r, seperti ayah membunuh anaknya. 
7) Kadaluwarsa, Menurut imam Malik, Syafi’i, dan Ahmad di dalam 
ḥudūd  tidak ada kadaluwarsa. 
Dalam kasus jari><mah ta’zi>r mereka membolehkan adanya 
kadaluwarsa bila Ulil Amri menganggap padanya kemaslahatan 
umum. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dalam kasus jari><mah 
ta’zi>r  biasa diterima adanya kadaluwarsa. Dalam hal ini 
diterimanya kadaluwarsa dalam jari><mah ta’zi>r, itu bilamana 
pembuktiannya melalui persaksian dan para saksinya tidak 
memberikan persaksiannya dalam waktu enam bulan setelah kasus 
itu terjadi.
26
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B. Konsep Tindak Pidana 
1) Tindak Pidana Dalam Hukum Positif 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Menurut Simons Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia 
yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh 
Undang-undang perbuatan mana yang dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.
27
 
Moeljatno memakai istilah tindak pidana itu dengan menyebutnya 
sebagai “perbuatan pidana”. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut.
28
 Sedangkan menurut Van Hattum tindak 
pidana ialah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat 
dipidana.
29
  
Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa tindak pidana adalah tindakan seseorang yang dapat dijatuhi 
hukuman atas perbuatan yang dilakukan yang bertentangan dengan 
hukum atau atauran perundang-undangan. 
b. Syarat-syarat tindak pidana30 
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Pertama, harus ada perbuatan manusia, kedua, perbuatan manusia 
itu bertentangan dengan hukum, kedua perbuatan itu dilarang oleh 
Undang-undang dan diancam dengan pidana, ketiga, perbuatan itu 
dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan, keempat, 
perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat. 
c. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Menurut sifatnya, unsur-unsur tindak pidana itu dibagi atas unsur-
unsur Objektif dan unsur-unsur Subjektif. Unsur objektif artinya 
perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada 
keadaan tertentu menyertai perbuatan.
31
 Unsur objektif dari sesuatu 
tindak pidana itu adalah:
32
 
1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid  
2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu 
perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 
Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
Unsur Subjektif artinya unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 
yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, 
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yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
33
 Jenis-jenis 
Tindak Pidana 
Dalam hukum pidana ada beberapa jenis tindak pidana, 
diantaranya: 
1) Kejahatan dan Pelanggaran34 
a) Kejahatan ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, 
terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam 
suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar 
dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan 
keadilan, misalnya, pembunuhan, pencurian, 
b) Pelanggaran ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari 
sebagai tindak karena undang-undang menyebutnya sebagai 
delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan 
pidana, misalnya, memarkir mobil di sebelah kanan jalan. 
2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil 
a) Tindak pidana formil ialah tindak pidana yang terdiri dari 
perbuatan, dimana undang-udang meurmuskan perbuatan apa 
yang dilarang dan diancam pidana itu. Contoh tindak pidana 
formil pada Pasal 362, perbuatan yang dilarang mengambil, 
pasal 160 perbuatan yang dilarang ngomong mengahasut. 
b) Tindak pidana materiil ialah tindak pidana yang terdiri dari 
suatu akibat, dan didalam undang-undang tidak merumuskan 
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perbuatan tersebut. Contoh tindak pidana materiil ialah 338 
matinya orang lain, perbuatannya tidak tentu, Pasal 351 
penganiayaan perbuatannya tak tertentu mungkin meninju, 
menggigit atau melempar.
35
 
3) Delik aduan dan delik laporan 
a) Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan 
apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena, seperti 
penghinaan (Pasal 310 dst. jo. Pasal 319 KUHP) perzinahan 
(Pasal 284 KUHP). 
b) Delik laporan adalah laporan yang hanya pemberitahuan belaka 
tentang adanya sesuatu tindak pidana kepada polisi atau jaksa. 
2) Tindak Pidana Dalam Hukum Islam 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak Pidana atau delik dalam Islam diistilahkan dengan 
jari><mah, jari><mah berasal dari kata ajrama yajrima yang berarti 
melakukan “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan 
kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.36 
Sedangkan dari segi istilah jari><mah adalah larangan-larangan 
syara’ (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman 
ḥād atau ta’zi>r.37 
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b. Unsur-unsur Jari><mah  
Unsur-unsur umum yang harus tepenuhi pada setiap jari><mah, 
adalah sebagai berikut:
38
 
1) Unsur Formil (adanya undang-undang atau nas), artinya setiap 
perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak 
dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang 
mengaturnya. Dalam syari’at Islam lebih dikenal dengan istilah 
ar-rukn asy-syar’i. 
2) Unsur Materiil (sifat melawan hukum), artinya adanya tingkah 
laku seseorang yang membentuk jari><mah baik dengan sikap 
berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum 
pidana Islam disebut dengan ar-rukn al-madi. 
3) Unsur Moril (pelakunya mukallaf), artinya pelaku jari><mah 
adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana 
terhadap jari><mah yang dilakukannya. Dalam syari’at Islam 
unsur moril disebut dengan ar-rukn al-adabi. 
c. Macam-Macam Jari><mah 
Ulama fiqh membagi jarimah dilihat dari berat ringannya hukuman 
ada tiga jenis, diantaranya adalah sebagai berikut: 
1) Jari><mah ḥudūd yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan 
ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman ḥād 
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(hak Allah).
39
 Hukuman ḥād yang maksud tidak mempunyai batas 
terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh 
perseorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang 
mewakili (ulil amri).
40
 Para ulama sepakat bahwa kategori dalam 
jari><mah  ḥudūd ada tujuh yaitu zina, menuduh zina (qadzf), 
mencuri (syari>qah), merampok atau menyamun (hirābah), 
pemberontakan (al-baghy), minum minuman keras (surbah) dan 
murtad (riddah). 
2) Jari><mah Qiṣāṣ Diyat yakni perbuatan yang diancam dengan 
hukuman qiṣāṣ dan diyat. Jarimah ini menjadi hak perorangan 
(sikorban dan walinya). Hukum qiṣāṣ diyat penerapannya ada 
beberapa kemungkinan, seperti hukum qiṣāṣ  bisa berubah menjadi 
diyat , hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan 
maka hukuman manjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori 
jari><mah qiṣāṣ diyat pembunuhan sengaja (al-qatl al-amd), 
pembunuhan semi sengaja (al-qatl sibh al-amd), pembunuhan 
keliru (al-qatl al-khata’) penganiayaan sengaja (al-jarh al-amd), 
penganiayaan salah (al-jarh al-khata’).41 
3) Jari><mah ta’zi>r, yaitu memberi pelajaran, jari><mah artinya suatu yang 
diancam dengan hukum ta’zi>r  yaitu hukuman selain ḥād dan qiṣāṣ. 
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Hukuman dalam jari><mah qiṣāṣ tidak ditentukan ukurannya atau 
kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi 
diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).
42
 
3) Konsep Tentang Pedofilia 
a. Pengertian Pedofilia 
Kata Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yaitu paedophylia- 
pais (anak-anak) dan philia (cinta yang bersahabat atau 
persahabatan), yang maksudnya adalah gejala rasa tertarik dan 
mendapatkan kepuasan pada orang dewasa dengan melakukan 
persetubuhan dengan anak-anak kecil.
43
 Pedofilia merupakan 
gangguan nafsu seksual secara kontinyu terhadap remaja atau anak 
kecil, yang biasanya berusia di bawah 14 tahun atau lebih muda 
(samiadi).
44
  
Gangguan kelainan seksual (sexual disorder) atau disebut juga 
paraphilia adalah jika cara atau objek dalam perilaku seksual 
seseorang tidak lazim secara alamiah (natural) dan/atau sosial.
45
 
Salah satu yang termasuk dalam kategori paraphilia adalah 
pedofilia (menyukai anak-anak di bawah umur). Gangguan 
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psikoseksual pada seorang pedofilia dapat dibagi alam dua jenis, 
pertama, pedofilia hormonal, yang merupakan kelainan biologis dan 
bawaan seseorang sejak lahir. Dan kedua, pedofilia habitual, 
kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya.
46
 
Pedofilia merupakan jenis kejahatan terhadap anak yang 
sudah lama terjadi di masyarakat. Pelakunya disebut pedofil yakni 
manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang.
47
 
Pelaku pedofilia tidak hanya berjenis kelamin laki-laki, tetapi juga 
perempuan. Dalam praktiknya, perilaku ini bisa dilakukan oleh laki-
laki terhadap laki-laki atau perempuan, begitu juga perilaku 
perempuan bisa melakukan hal yang sama dengan seperti laki-laki.
48
 
Pedofil lebih banyak ditemukan pada laki-laki.
49
 Laki-laki 
lebih sering masturbasi dibandingkan perempuan. Masturbasi 
memerlukan fantasi yang bisa merangsang seseorang untuk orgasme 
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dan fantasi itu bisa saja berkembang menjadi fantasi yang tidak 
seharusnya, yang menyimpang.
50
  
Karakteristik secara umum yang disematkan kepada para 
pelaku pedofilia yang banyak diungkap dari kasus-kasus pedofilia 
dapat dirangkum menjadi beberapa karakteristik, yaitu pria dewasa 
seringkali terlihat seperti orang pekerja keras, bersifat seperti orang 
tua sayang anak, memiliki kecenderungan berpendidikan tinggi dan 
relegious dan memiliki sikap yang baik sehingga cenderung disukai 
oleh orang tua dan anak-anak (Anindyakirana, 2014: 33). 
Introver adalah sifat tertutup, pelaku pedofilia memiliki sifat 
yang suka memendam rasa dan pikiran diri sendiri serta tidak 
diutarakan kepada orang lain. Penyematan ciri ini bukan berarti 
semua orang tertutup dikatakan pedofilia, namun pada umumnya 
pelaku pedofilia memiliki ciri tertutup dan kurang bersosialisasi 
kepada masyarakat lainnya. 
b. Macam-Macam Pedofilia 
Pedofilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. 
Pembagian terluas dari pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah 
berdasarkan jenis kelamin korban adalah sebagai berikut: 
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Pertama, yaitu Pedofilia Heteroseksual (heterosexual pedhopile) 
yaitu pedofilia yang memiliki obyek seksual anak dengan jenis 
kelamin yang berbeda.
51
 Ciri-ciri dari pelaku pedofilia heteroseksual 
yang pertama, dia miliki sosio-ekonomi, pendidikan dan pekerjaan 
yang lebih rendah dibandingan dengan populasi yang normal.
52
  
Kedua, tidak memiliki latar belakang tindak kriminal, ini artinya 
bahwa pelaku sebenarnya tidak memiliki perbeadan yang signifikan 
dengan populasi normal, karena para pelaku memiliki sikap yang baik 
tentang hal lainnya.
53
 Ketiga, sebagian besar pelaku pedofilia ini telah 
menikah dan terdapat permasalahan dari pernikahan tersebut. 
Keempat, Pelaku pedofilia bervariasi dari segi umur dewasa muda 
hingga orang tua. Menurut Gebhar rata-rata usia pedofilia 
heteroseksual adalah 35 tahun. Frisbie menemukan rata-rata usia 
pelaku 41 tahun dengan korban di bawah 12 tahun.
54
  
Kedua, yaitu Pedofilia Homoseksual (homosexsual pedhopile) 
yaitu pedofilia yang tertarik terhadap anak dengan jenis kelamin yang 
sama,
55
 yaitu orang dewasa yang melakukan tindakan seksual dengan 
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anak laki-laki prepubertas.
56
 Pedofil homoseksual biasanya memiliki 
riwayat perilaku homoseksual sebelumnya. Gebhart melaporkan 
kebanyakan pelaku pedofil homoseksual telah memiliki pengalaman 
homoseksual, sedikit diantaranya (16%) telah menikah.
57
 Riwayat 
homoseksual ini bukan saja sebagai pelaku, tetapi juga ketika 
seseorang menjadi korban dari keganasan homoseksual, dan dapat 
menjadikan dirinya bertindak sebagai pedofilia yang homoseksual.
58
 
Riwayat dari korban pedofilia homoseksual akan mengalami 
masalah secara psikologis akibat kejadian yang dialaminya yaitu 
terjadinya perubahan perilaku dan emosi seperti anak menjadi agresif, 
mudah marah, pendiam, atau menutup diri, tidak mau sekolah, takut 
bertemu dengan orang asing atau takut bertemu dengan orang yang 
secara fisik ada kemiripan dengan pelaku pedofil yang 
melecehkannya.
59
 Selain itu anak juga akan mengalami regresif atau 
kemunduran. Menurut Gigeroff dan kawan-kawan, seorang pedofil 
homoseksual lebih egosintonik dan lebih sulit untuk berubah 
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dibanding pedofil heteroseksual. Angka kekambuhan pedofil 
homoseksual dua kali lebih tinggi dari pada pedofil heteroseksual.
60
 
c. Bentuk-Bentuk Pedofilia 
Ada beberapa macam bentuk Pedofilia yaitu sebagai berikut:
61
 
1) Pedofilia Tipe Eksklusif (fixated) yaitu seorang yang hanya tertarik 
pada anak-anak kecil, dan tidak mempunyai rasa ketertarikan pada 
orang dewasa dan biasa disebut sebagai pedofilia sejati. 
2) Pedofilia Tipe non eksklusif (regressed) yaitu seseorang yang tidak 
hanya tertarik pada anak kecil tetapi juga orang dewasa. 
3) Cross sex Phedofilia yaitu seorang laki-laki yang suka menyentuh 
secara seksual anak perempuan. Umumnya pelaku menjadi teman anak 
perempuan, dan kemudian secara bertahap melibatkan anak dalam 
hubungan seksual dan sifatnya tidak memaksa. 
4) Same sex Phedofilia yaitu seseorang yang lebih suka melakukan 
aktivitas seksual dengan anak-anak sesama jenis dan mereka tidak 
melakukan hbungan seksual dengan orang dewasa yang berlawanan 
jenis. 
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d. Praktik Pedofilia 
Praktik pedofilia biasanya dilakukan oleh laki-laki yang 
mempunyai kelainan atau penyimpangan mental bersifat psikotis, 
psikopat, alkohol atau asusila. Praktik pedofilia ini bisa berupa, seperti 
pertama perbuatan ekshibisiontas yaitu dengan memperlihatkan alat 
kelamin sendiri pada anak-anak. Kedua memanipulasi tubuh anak-anak 
(membelai-belai) mencium, mengeloni, menimang, dan lain-lain). Ketiga, 
sampai melakukan coitus dengan anak-anak.
62
 
e. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pedofilia 
Sejumlah penelitian bahwa anak-anak yang terlibat secara seksual 
dengan orang dewasa memiliki latar belakang: 
1) Keluarga yang terpisah atau orangtua bercerai. 
2) Kondisi sosial ekonomi yang berkurang miskin. 
3) Kurang perhatian orangtua. 
4) Mengalami hal atau perlakuan kekerasan seksual pada masa kecilnya. 
5) Kehilangan cinta kasih ari orang-orang sekitarnya atau orang 
seharusnya bertanggung jawab terhaap dirinya. 
6) Umumnya pelaku adalah orang yang pernah mengalami kekerasan 
seksual sebelumnya. 
Pelaku pedofilia terpacu dengan adanya fantasi seksual yang 
membangkitkan gairah, perilaku atau dorongan yang melibatkan beberapa 
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jenis aktivitas sosial dengan anak praremaja (usia 13 atau lebih muda, 
meskipun permulaan pubertas dapat bervariasi).
63
 
f. Solusi Pencegahan Terjadinya Pedofilia 
Di bawah ini beberapa langkah untuk pengamanan dalam cara yang 
sederhana yaitu: 
1) Metode utama yaitu mencegah pedofilia adalah menghindari situasi 
yang dapat memicu tindak pedofilia. Jangan meninggalkan anak 
sendirian dengan orang dewasa lain, kecuali orang tua atau anggota 
keluarga yang dapat dipercaya. 
2) Anak-anak harus diajarkan untuk berteriak atau berlari jika mereka 
dihadapkan situasi yang tidak nyaman. Mereka juga harus diajarkan 
bahwa mereka diharapkan berteriak atau memanggil bantuan pada 
situasi seperti itu. 
3) Cara lain untuk mencegah pedofilia adalah lewat pendidikan. Anak-
anak harus diajarkan untuk mencegah situasi yang membuat mereka 
rawan terhadap pedofilia. 
4) Orang dewasa yang bekerja dengan kaum muda harus diajarkan untuk 
menghinari situasi yang dapat ditafsirkan sebagai pedofilia. 
5) Kecukupan kasih sayang dan terpenuhinya kebutuhan pokok anak dari 
orang tua atau orang-orang yang secara keturutan maupun secara 
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hukum bertanggung jawab atas kelangsungan hidupnya sehisngga anak 
tidak mudah terayu oleh iming-iming pelaku pedofilia.
64
 
g. Penata laksanaan 
Penelitian-penelitian baru telah mencoba mengembangkan metode 
perawatan baru bagi para pedofilia di penjara dan rumah sakit. Beberapa 
teknik diantaranya yang menjanjikan akan digambarkan disini. Walaupun 
demikian saat ini belum ditemukan penelian bagus yang terbukti efektif 
untuk perawatan pedofilia. Teknik perawatan dapat dibagi menjadi 
beberapa grup besar, diantaranya:
65
 
1) Teknik Fisiologis, dibuat berdasarkan fakta bahwa dorongan seksual 
dapat dikurangi dengan kastrasi dan pemberian hormon. Teknik 
perawatan ini, walaupun tidak digunakan secara umum di AS, telah 
dilakukan di Belanda dan beberapa negara Skandinavia. Terapi 
hormonal disertai dengan terapi psikologi telah digunakan untuk 
menurunkan dorongan seksual secara sementara. 
2) Psikoterapi Tradisional, psikoterapi individu dan grup yang dilengkapi 
dengan terapi rekreasional, terapi okupasi, pendidikan seks, dan 
akitifitas lain yang digunakan dibeberapa fasilitas perawatan. 
Walaupun demikian, menurut penelitian, efektifitas terapi psikologi 
bagi pedofilia masih beragam. Beberapa penelitian menganjurkan 
psikoterapi tradisional dapat membantu bila dikombinasi dengan terapi 
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pelaku. McCaghy berpendapat apakah “pandangan” yang diperoleh 
para pedofilia saat terapi ataukah jika mereka jarang diberikan 
justifikasi tentang perilaku mereka yang menyimpang yang dapat 
berubah perilaku mereka. 
3) Pendekatan Perilaku, teknik ini bertujuan untuk meningkatkan atau 
memfasilitasi interaksi sosial yang adekuat dengan wanita dewasa, 
meningkatkan keinginan seksual terhadap wanita dewasa, dan 
menurunka dorongan seksual pada anak-anak, mengurangi fantasi 
seksual an pikiran seksual yang melibatkan anak-anak, dan 
mengurangi keinginan aktivitas seksual dengan anak-anak. 
h. Dampak Pedofilia Terhadap Anak 
Pertama, Adanya penurunan derajat aktivitas, kedua, Penurunan minat 
sosialisasi dan mengalami mimpi buruk, ketiga, Peningkatan perilaku 
cemas atau takut akan hal-hal yang sebelumnya tidak ia khawatirkan, 
bahkan kesulitan tidur. 
D. Konsep Tentang Anak 
1. Pengertian Anak  
b. Dalam KUHP 
Pada Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak adalah orang yang 
belum dewasa atau belum berumur 16 (enam belas) tahun. 
c. Pengertian anak dalam hukum perdata 
Anak adalah anak yang memuat batas antara belum dewasa 
dengan telah dewasa yaitu 21 tahun. 
49 
 
d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
bahwa dalam undang-undang tersebut menentukan batas belum 
dewasa atau sudah dewasa adalah 16 tahun dan 19 tahun.
66
 
e. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam) 
Dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan 
hitungan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata, seperti dapat 
bekerja sendiri (mandiri), cakap untuk melakukan apa yang 
disyaratkan dan bertanggung jawab, dapat mengurus harta 
kekayaan sendiri.
67
  
Demikian pula pada hukum islam, batasan kedewasaan tidak 
berdasar hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahana 
badaniah, baik bagi anak pria, demikian pula bagi anak 
wanita.
68
  
i. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentng Hak Asasi 
Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 
tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut adalah kepentingannya. 
j. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak, anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
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Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan  
bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum 
berusia (delapan belas) tahun (termasuk anak yang masih dalam 
kandungan), dan belum pernah menikah.
69
 
2. Hak Anak 
a. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman, 
b. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara 
menjamin perekembangan dan kelangsungan hidup anak, 
c. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual, 
d. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi, 
e. Hukum acara peradilan anak, 
f. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar 
pengadilan. 
3. Ruang Lingkup Perlindungan Anak 
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat mendapat perlindungan 
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dari kekerasan dan diskriminasi.
70
 Perlindungan anak dapat dibedakan 
dalam 2 pengertian ialah:
71
 
a. Perlindungan yang bersifat yuridis yaitu menyangkut semua aturan 
hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang 
anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan 
anak, meliputi: bidang hukum publik dan bidang hukum 
keperdataan. 
b. Perlindungan hukum yang bersifat non yuridis, meliputi: bidang 
sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. 
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BAB III 
HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA 
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
A. Hukuman Bagi Pelaku Pedofilia Menurut Hukum Positif 
Tindak pidana pedofilia adalah suatu perbuatan dengan 
gejala rasa tertarik dan mendapatkan kepuasan seksual pada orang 
dewasa dengan melakukan persetubuhan dengan anak-anak.
1
 
Seorang pelaku yang melakukan aktifitas persetubuhan dengan 
anak (pedofilia) secara aktif dan sengaja mampu melakukan 
aktifitas seksual terhadap anak-anak yang menjadi korbannya, 
sehingga ia tetap dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung 
jawab secara hukum atau criminal responsbility. 
Pengaturan bagi pelaku yang melakukan persetubuhan 
dengan anak (pedofilia) telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 
perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak. Tetapi rumusan pasal-pasal KUHP maupun 
yang ada dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 untuk saat ini 
belum menjelaskan secara eksplisit tentang pedofilia itu sendiri. 
Mengingat korban dari pelaku yang melakukan persetubuhan 
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dengan anak (pedofilia) ini banyak menimpa pada anak dan 
berkaitan dengan kepatutan bertingkah laku dalam bidang seksual, 
maka rezim KUHP dan Undang-Undang Perlindungan anak hanya 
mengatur kejahatan terhadap kesusilaan. Jadi sepanjang unsur-
unsur baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Perlindungan 
Anak terpenuhi, maka pelaku pedofilia tetap dapat di pidana sesuai 
ketentuan yang berlaku tersebut.
2
  
Aturan hukum yang sesuai dengan tindak pidana pedofilia 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Menurut KUHP 
Hukuman bagi pelaku Pedofilia menurut KUHP terdiri dari: 
a. Persetubuhan 
Persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh 
orang dewasa terhadap perempuan diluar ikatan 
perkawinan, dimana korbannya adalah seorang anak. 
Pasal 287 ayat 1 menyatakan bahwa: 
“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar 
perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus 
diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau 
umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk 
dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun.” 
 
Pasal 288 ayat 1 menyatakan bahwa: 
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“Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan 
seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus 
diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya 
untuk dikawini, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” 
 
Pada Pasal 287, persetubuhan itu harus dilakukan oleh 
seorang wanita yang bukan istrinya dan si pelaku 
mengetahui bahwa perempuan itu belum cukup berumur 15 
tahun.
3
 
b. Perbuatan cabul 
Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa: 
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan 
perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun.” 
 
Pasal 290 ayat 2 menyatakan bahwa: 
“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang 
padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, 
bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya 
tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk 
dikawin.” 
 
Pasal 292 menyatakan bahwa: 
“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan 
orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau 
sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun.” 
 
Pasal 293 menyatakan bahwa: 
“Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau 
barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari 
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hubungan keadaan, atau dengan penyesatan senagaja 
menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah 
lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum 
kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus 
diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama 
lima belas tahun.” 
 
Pasal 294 ayat 1 menyatakan bahwa: 
“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, 
anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya 
yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa 
yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya 
diserahkan kepadanya ataupun ataupun dengan bujangnya 
atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan 
pidana penjara paling lama tujuh tahun.” 
Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar 
kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, mencium-cium, 
meraba-raba, selain itu perbuatan cabul tersebut tidak hanya 
memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi memaksa 
orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.
4
 
Perbuatan cabul ini dilakukan oleh seorang dewasa terhadap anak-
anak. 
2. Menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia  
Pasal 2 menyebutkan bahwa:  
“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung 
tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia 
sebagai hak secara kodrati melekat pada dan tidak 
terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, 
dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, 
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.” 
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Pasal 58 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999, yang berbunyi: 
“dalam hal orang tua, wali, atau pengasuhan anak 
melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, 
penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual 
termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap 
anak yang harusnya dilindungi maka harus dikenakan 
pemberatan hukuman.” 
Pasal 65 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang 
berbunyi: “Setiap anak berhak untuk memperoleh 
perlindungan dari kegiatan eksploetasi dari pelecehan 
seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai 
bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat 
aditf lainnya” 
Dalam Pasal 58 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 yang 
menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan 
perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau 
mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual 
selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain 
manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan.
5
 
Dalam kaitannya antara tindak pidana pedofilia dengan 
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, karena hak anak sebagai 
bagian dari hak asasi manusia telah dirumuskan dalam Pasal 52 
ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999, yang bebunyi: hak anak adalah 
hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui 
dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dalam 
hal ini perlindungan terhadap hak-hak anak tidak hanya menjadi 
tanggung jawab negara melainkan juga menjadi tanggung jawab 
                                                          
       
5
 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2016), hlm. 88. 
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orang tua, keluarga dan masyarakat secara umum.
6
 Selain itu yang 
menjadi korban tindak pidana pedofilia mengakibatkan kerugian 
bagi korban, dan anak sebagai objek  dalam kejahatan tersebut, 
mengakibatkan anak tidak dapat berkembang dengan baik dan 
menimbulkan rasa tidak aman, serta gangguan fisik dan psikis bagi 
anak yang menjadi korban pedofilia.
7
 
3. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 
2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002  Tentang 
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.  
a. Persetubuhan Pasal 81 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya 
atau dengan orang lain. 
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang 
yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, 
pendidik, tenaga kependidikan,  aparat yang menangani 
perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu 
orang secara bersama-sama, pidananya, ditambah 1/3 
                                                          
  
        
7
 Nur Hot Maida, “Studi Analisis Antara Hukum Islam Dan Hukum Pidana Postitif 
Tantang Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia”, Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah 
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018. hlm. 66. 
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(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 
(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman 
pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah 
dipidana karena melakukan tindak pidana  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7D. 
(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) 
orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, 
penyakit menular, terganggu atau hilangnya reproduksi, 
dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana, 
mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 
10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun. 
(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai 
pidana tambahan  berupa pengumuman identitas pelaku. 
(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia 
dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. 
(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan 
memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. 
(9) Pidana tambahan dan tindakan dikucilkan bagi pelaku 
Anak. 
Selain hukuman yang ada di pasal tersebut ada juga 
hukuman yang lain sebagai hukuman tambahan yang diatur dalam 
Pasal 81A Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002  Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang 
pada ayat (1) menyatakan bahwa tindakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 
2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana 
pokok. 
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Pidana tambahan tersebut terdapat dalam Pasal 81 ayat (7) 
yang menyebutkan bahwa pelaku yang dapat dikenai tindakan 
berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. 
Hukuman tersebut diberikan kepada pelaku yang menimbulkan 
korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, 
gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi 
reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana 
mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 
(sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. 
b. Pencabulan pada Pasal 82 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-rang yang 
mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, 
tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan 
anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara 
bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari 
ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga 
dikenakan kepada pelaku yang pernag dipidana karena 
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76E. 
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76E  menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang 
mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit 
menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, 
dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 
(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 
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(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidananya 
tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. 
(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa 
rehabilitasi dan pemasangan pendeteksi elektronik. 
(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan 
bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat 
jangka waktu pelaksanaan tindakan. 
(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak. 
Hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 82A Undang-
Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002  Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang 
pada ayat (1) menyebutkan bahwa tindakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah 
terpidana menjalani pidana pokok yaitu pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dam paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
Hukuman tambahan yang dimaksud pada Pasal 82 ayat (6) 
yaitu tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi 
elektronik. Hukuman tersebut dilaksanakan apabila perbuatan 
pelaku yang terdapat dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih 
dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, 
penyakit menular, terganggu atau hilangnya reproduksi, dan/atau 
korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari 
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ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pidana 
pokok. 
Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” ialah segala 
perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan 
yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, 
misalnya: mencium-cium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-
raba, dalam pasal ini tidak hanya memaksa orang melakukan 
perbuatan cabul akan tetapi memaksa orang untuk membiarkan 
dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Persetubuhan masuk pula 
dalam pengertian cabul.
8
 
Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah 
tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan 
untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium 
pada betina. Ada dua macam kebiri yang diterapkan di berbagai 
negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan 
dengan cara mengamputasi testis pelaku pedofilia sehingga 
membuat pelaku kekuragan hormon testosteron yang memengaruhi 
dorongan seksual.
9
 
                                                          
       
8
 R. Soesilo, Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 212. 
       
9
 Muhammad Andi Dirgantara, “Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan 
Hukuman Kebiri Terhaap Pelaku Pedofilia,” USU Law Jurnal, Vol. 5. Nomor 1, 2017, 
hlm. 124. 
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Sementara kebiri kemiawi yaitu dilakukan dengan cara 
memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau 
suntikan ke tubuh seseorang dengan tujuan untuk memperlemah 
hormon testosteron. Secara sederhana, zat kimia yang dimasukkan 
ke dalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan 
kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual. Hukuman kebiri 
kimi berupa suntik antiandogen, tetapi jika pemberian antiandrogen 
dihentikan, dorongan seksual dan fungsi ereksi seseorang akan 
muncul lagi.
10
 
Tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu 
paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani 
hukuman poko, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dibawah 
pengawasan secara berkala oleh kementerian yang 
menyeleggarakan urusan pemerintah dibidang hukum, sosial dan 
kesehatan yang disertai dengan rehabilitasi.
11
 
Salah satu upaya yang akan dijalankan terhadap pelaku 
kejahatan seksual terhadap anak, selain itu pencegahan dan 
rehabilitasi adalah memberikan efek jera. Pemerintah merumuskan 
hukuman bagi pelaku kekerasan dan kejahatan seksual terhadap 
anak-anak memberikan hukuman maksimal bagi predator seksual. 
Menurut Khofifah Indar Prawansa (Kementerian Sosial Republik 
                                                          
       
10
 Ibid. 
 
       
11
 Ibid. 
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Indonesia) yang mengatakan bahwa hukuman tambahan berupa 
kebiri terhadap predator seksual bisa menurunkan kasus kejahatan 
seksual dan menimbulkan efek jera. Dengan adanya efek jera 
tersebut, diaharapkan potensi terjadinya tindak pidana yang 
berkaitan dengan kejahatan seksual semakin kcil, minimal bisa 
dikurangi.
12
 
B. Hukuman Bagi Pelaku Pedofilia Menurut Hukum Pidana 
Islam 
Tindak pidana pedofilia merupakan suatu perbuatan yang 
dilarang oleh agama, karena pedofilia merupakan perbuatan orang 
dewasa yang mendapat kepuasan seksual melalui kontak fisik atau 
seksual dengan anak-anak. Perbuatan tersebut dikategorikan 
sebagai kejahatan kesusilaan yang erat kaitannya dengan  masalah 
kehormatan manusia. Selain itu Islam dengan tegas melarang 
penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf serta 
segala hal yang mendekatinya, sesuai dengan firman Allah SWT 
dalam surat Al-Israa’ ayat: 32 yang berbunyi: 
                  
Artinya:  
“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina 
itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang 
buruk.”  
                                                          
       
12
 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2016. hlm. 107. 
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Dalam pengamatan sejumlah ulama al-Qur’an, ayat-ayat 
yang menggunakan kata “jangan mendekati” biasanya merupakan 
larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu 
untuk melakukannya. Dengan demikian larangan mendekati 
mengandung makna larangan untuk terjerumus dalam rayuan 
sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya. 
Hukuman seks seperti perzinahan, maupun ketika istri sedang haid, 
demikian pula perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan 
yang kuat, karena itu Al-Qur’an melarang mendekatinya.13 
Apabila dihubungkan dengan pedofilia, dalam Islam sendiri 
tidak pernah mengenal terminologi pedofilia, dikarenakan istilah 
pedofilia sendiri dikenal pada abad ke-19 yang pertama kali dimuat 
oleh Negara-negara Eropa. Istilah pedofilia sendiri yaitu kejahatan 
seksual yang dilihat dari segi korbannya yaitu anak-anak, 
sedangkan dalam hukum Islam untuk persoalan jinayah yaitu yang 
memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang 
diancam dengan hukuman baik dalam jari><mah ḥudūd maupun 
dalam jari><mah ta’zi>r.14 
Mengingat bahwa dalam Islam belum ada istilah pedofilia 
dan aturan hukumannya pun belum ditetapkan, maka dari itu 
                                                          
       
13
 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 458-459. 
 
       
14
 Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 46. 
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masalah ini dikembalikan kepada hukum asal. Dilihat dari perbuatan 
yang dilakukan oleh seorang pedofilia maka dapat diagi menjadi 3 
(tiga) macam yaitu sebagai berikut: 
1. Persetubuhan (Heteroseksual) 
Pedofilia Heteroseksual (heterosexual pedhopile) yaitu pedofilia 
yang memiliki obyek seksual anak dengan jenis kelamin yang 
berbeda.15 Maksudnya yaitu suatu perbuatan pelaku yang dilakukan 
oleh seorang laki-laki dewasa terhadap anak perempuan dibawah 
umur. Jika dilihat dari segi perbuatan pedofilia bisa dikategorikan 
sebagai perbutan zina. Zina adalah hubungan badan yang di 
haramkan ( di luar hubungan pernikahan) dan sengaja oleh 
pelakunya. Apabila seorang pedofilia telah sampai kepada tingkat 
pemerkosaan maka hukumannya adalah had zina. Dasar hukum zina 
terdapat dalam Qs. An-Nur ayat 2: 
                          
                      
                 
Artinya:  
“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka 
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, 
dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah 
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 Masrizal Khaidir, “Penyimpangan Seks (Pedofilia)”, Jurnal Kesehatan 
Masyarakat, Vol 1 Nomor 2, September 2007, hlm. 83. 
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kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman 
kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh 
sekumpulan orang-orang yang beriman.” 
Ayat di atas tidak hanya menyebutkan jumlah cambukan, 
tetapi juga larangan untuk berbelas kasiahan kepada pelaku. Selain 
itu, proses eksekusi hendaknya disaksikan oleh kaum muslimin 
agar meinbulkan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran berharga.
16
 
Hukuman tersebut bagi pelaku yang belum menikah (ghairu 
muhsan) dengan 100 kali cambukan. 
Selain itu dalam hadist juga menyebutkan bahwa: 
 ِنْبَةَداَبُع ْنَع اوُذُخ ِّنّع اوُذُخ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُّللّا ىَّلَص 
ِّللّا ُلوُسَر َلَاق َلَاق ِتِما َّصلا
 َعَجْدَق ِّنَّع ِبِّيَّ ثلِبِ ُبِّيَّ ثلاَو ٍةَنَس ُيْف َنَو ٍَةئ اِم ُدْلَج ِرْكِبْل ِبُِرْكِبلا الًْيِبَس َُّنَلَ ُّللّا َل
 ِةَراَجِحِلب ٌيْمَرَو ٍةَئاِم ُدلَج 
Artinya:  
“Dari Ubadah in Samit, ia meriwayatkan, “Rasulullah saw 
bersabda, „Ambilah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya 
Allah telah menjadian bagi mereka jalan keluar; pezina 
perjaka dengan gadis dicambuk seratus kali dan dibuang 
selama satu tahun, sedangkan pezina duda dengan janda 
dicambuk seratus kali dan rajam.” (HR. Muslim dan Abu 
Dawud). 
Dalam hadist diatas tidak hanya pelaku yang belum 
menikah (ghairu muhsan) yang dihukum akan tetapi pelaku yang 
sudah menikah (muhsan) juga dihukum dengan cambukan seratus 
kali dan kemudian dirajam. 
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 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 33. 
67 
 
 
 
Selain itu para fukoha juga berbeda pendapat mengenai 
orang dewasa yang berkal dan balih yang menyetubuhi anak 
perempuan dibawah umur. Pertama Imam Malik berpendapat  
bahwa orang dewasa yang berkal dan balig menyetubuhi anak 
perempuan dibawah umur harus dijatuhi hukuman hudud. Kedua 
Imam Abu Hanifah dan para muridnya mewajibkan hukuman 
hudud atas orang yang berakal dan balig yang berzina dengan anak 
perempuan seusianya yang bisa disetubuhi.
17
  
Ulama Syafi’iyah berpendapat ada hukuman hudud bagi 
orang yang berakal dan balig yang berzina dengan perempuan 
dibawah umur selama persetubuhan itu benar-benar terjadi. Di 
dalam mazhab Hanbali, ada dua pendapat dan salah satunya sama 
dengan mazhab Syafi’i. Sedangkan pendapat yang kedua berbeda 
dengan mazhab Syafi’i yaitu dalam hal menyetubuhi anak 
perempuan dibawah umur, maka tidak ada hukuman hudud atas 
orang yang menyetubuhi, tetapi wajib ta’zi>r.18 
Dari bebepara pendapat ulama tersebut maka dapat di tarik 
kesimpulan bahwa pelaku pedofilia yang menyetubuhi seorang 
anak dapat dijatuhui hukuman zina. Namun lain halnya  bagi 
seseorang yang diperkosa untuk berbuat zina, tidak ada had 
baginya, Firman  Allah SWT: QS. al-baqarah: 173 
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 Abdul Qadir Audah, “Eksiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III”, Ter. Alie 
Yafei, dkk, (Bogor, PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 160. 
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                    
                      
          
Artinya:  
........Barang siapa terpaksa (memakannya) ukan karena 
menginginkannya dan tidak (pula melampaui batas, maka 
tidak ada dosa baginya.... 
Rasulullah bersabda bahwa hukum itu tidak dibebankan 
kepada umatku yang keliru, lupa, dan yang dipaksa. Bahkan, pada 
masa Nabi pernah terjadi seseorang perempuan diperkosa. 
Terhadap kasus ini, Rasulullah tidak menjatuhkan had terhadap 
perempuan itu.
19
 
Mayoritas ulama telah berpendapat bahwa dalam kasus 
pemerkosaan, pelaku dapat diposisikan status hukumnya dengan 
zina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seseorang 
yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar 
kehendaknya, ada upaya keras dan terkadang secara sistematik 
yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pihak korban dibuat 
tidak berdaya, sehingga dapat dijadikan sarana pelampiasan nafsu 
seksnya. Korban dijadikan layaknya objek dan alat untuk 
memenuhi nafsu seks pelaku. 
                                                          
       
19
 Ibid.. hlm. 325.  
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Maka telah jelaslah untuk kejahatan pedofilia yang telah 
mencapai pada tingkat pemerkosaan dapat dijatuhi had zina, baik 
itu bagi pelaku yang muhsan maupu yang ghairu muhsan. 
2. Homoseksual 
Homoseksual merupakan suatu perilaku seks yang 
menyimpang untuk memuaskan nafsu syahwat seseorang yang 
dilakukan oleh sesama jenis (pria dengan pria), sedangkan sesama 
perempuan disebut lesbian. Kaum Nabi Luth secara material telah 
sangat maju, namun mereka melanggar peringatan Nabi Luth, 
mereka melakukan perbuatan homoseksual.
20
 Dalam kegiatan seks 
para homoseksual memperoleh kepuasan seksual dengan cara 
melakukan hubungan melalui anus (dubur). Kegiatan seks seperti ini 
dikenal dengan sebutan sodomi atau sexual analism.  
Awal mula sodomi terjadi pada masa Nabi Luth As yang 
sedang memimpin umatnya. Pada saat itu kaum Nabi Luth As tidak 
memindahkan ajaran yang dibawa olehnya dan melakukan hal-hal 
yang tidak baik, salah satunya adalah sodomi. Perbuatan sodomi ini 
tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum Nabi sebelumnya. Allah 
menurunkan Al-Quran suart Al-Ankabut ayat 28 mengenai 
perbuatan sodomi yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth As sebagai 
berikut: 
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 Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 
1992), hlm. 39. 
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                
                  
Artinya: 
“Dan (ingatlah) ketika Luth As berkata kepada kaumnya: 
“Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan 
perbuatan  yang amat keji yang belum pernah dikerjakan 
oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kaum.” 
Ayat diatas menyatakan: Dan ingat serta ingatkan pula 
tentang Luth ketika dia berkata kepada kaumnya yang ketika itu 
melakukan kedurhakaan besar: Sesungguhnya kamu benar-benar 
mengerjakan fahisyah, yakni melakukan pekerjaan yang sangat 
buruk yaitu homoseksual yang tidak satupun mendahului kamu 
yang mengerjakannya di alam raya, yakni dikalangan makhluk 
hidup di dunia ini.
21
 
                     
               
                    
Artinya:  
“Apakah sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki, dan 
menyamun, serta di tempat pertemuan kamu – kamu 
mengerjakan kemungkaran” Maka tidak ada jawaban 
kaumnya, kecuali hanya mengatakan: “Datangkanlah 
kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang 
yang benar.” 
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 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 482. 
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Sungguh apa yang kamu lakukan itu sangat buruk. Rasanya 
saya tidak dapat percaya. Apakah sesungguhnya kamu patut 
mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat nafsu kamu 
bukan dengan menggauli secara sah wanita-wanita yang mestinya 
kamu kawini? Dan disamping itu, kamu juga senantiasa menyamun 
serta secara khusus di tempat pertemuan kamu-bukan ditempat sepi 
dan secara sembunyi-sembunyi tetapi di bawah mata dan telinga 
hadirin tanpa malu, kamu selalu mengerjakan kemungkinan.
22
 
Perbuatan pedofilia termasuk dalam perbuatan penyimpangan 
seksual, dalam Islam penyimpangan seksual telah terjadi sejak 
zaman kaumnya Nabi Luth. Pada zaman itu, kehidupan sehari-
harinya pria saddum tidak tertarik kepada perempuan sebagai lawan 
jenisnya. Mereka membiasakan diri melakukan hubungan seksual 
dengan sesama pria dalam menyalurkan nafsu birahinya dan melepas 
syahwatnya. Hubungan seks sesama pria itulah salah satu tindak 
kejahatan yang membuat saddum terkenal dan menjadi catatan 
dalam kehidupan manusia sampai sekarang yang disebut 
homoseksual. 
Nabi saw bersabda tentang hubungan yang tak wajar ini: 
 ََةا ْرَمْلاَُةاْرَمْلا ِتََتا ْنِاَو ِن اَِينَاز اَمُه َف َلُجَّرلا ُلُجَّرلا ىََتااَذِا ِناَت َِينَزاَمُه َف 
Artinya:  
                                                          
       
22
 Ibid. 482. 
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“Nabi saw telah bersabda: “Apabila seorang lelaki 
berhubungan kelamin dengan lelaki pula, berarti mereka 
berdua berzina, dan bila seorang perempuan melakukan 
tindakan serupa dengan perempuan lain, berarti mereka 
berdua juga berzina.” 
Atas dasar dari ayat al-quran dan hadist tersebut maka 
ulama fiqh telah sepakat atas keharaman homoseks dan 
penghukuman terhadap pelakunya dengan beberapa pendapat 
mengenai hukumannya. 
Pendapat pertama, berdasarkan hadist yang diriwayatkan 
dari ikrimah, dari ibnu abbas, bahwa ia berkata, Rasulullah SAW, 
telah bersabda, “Barang siapa yang kalian ketahui telah berbuat 
homoseks (perbuatan kaum luth), bunuhlah kedua pelakunya, baik 
pelakunya maupun partnernya.” (H.R. Al-Khamsah, kecuali 
Nasa’i).23 
Para sahabat Rasul, Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam 
Syafi’i (dalam satu pendapat) mengatakan bahwa had terdapat 
pelaku homoseks adalah dibunuh, meskipun pelaku tersebut masih 
jejaka, baik yang mengerjakan maupun yang dikerjai.
24
 Imam 
Syafi’i mengatakan, “Berdasarkan ini kita menggunakan rajam 
untuk menghukum orang yang berbuat homoseks, baik orang itu 
muhsan maupun tidak. 
                                                          
        
23
 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), 
(Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 318. 
 
       
24
 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), 
(Bandung: Pustaka Setia), hlm. 318. 
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Imam Malik mengatakan bahwa homoseks adalah rajam 
secara mutlak, baik bagi pelaku muhsan maupun ghairu muhsan.
25
 
Dikalangan ulama Syi’ah Zaidiyah berpendapat, hukum liwat sama 
seperti hukum zina, yang muhsan harus dirajam dan yang ghairu 
muhsan di dera.
26
 
Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa liwat bukan zina. 
Jadi pelakunya tidak dihukum seperti pelaku zina, tetapi di ta‟zir. 
Menurut Imam Abu Hanifah, tidak ada masalah jika ia dihukum 
mati atau sampai bertaubat. Jika seseorang membiasakan liwat, ia 
harus dibunuh atas dasar kebijakan, bukan karena hukuman hudud. 
Abu Yusuf an Muhammad berpendapat bahwa liwat adalah zina 
dan pelakunya harus dihukum dengan hukuman zina, yaitu didera 
untuk ghairu muhsan dan rajam bagi muhsan.
27
  
Dengan demikian tindakan  kejahatan pedofilia dapat 
digolongkan dalam perbuatan yang dilakukan yaitu wathi pada 
qubul ataupun wathi dubur dan sebagian besar kasus pedofilia ini 
dilakukan dengan adanya paksaan bahkan kekerasan oleh orang 
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 Abdul Qadir Audah, “Eksiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III”, Ter. Alie 
Yafei, dkk, (Bogor, PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 184. 
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 Ibid. hlm. 185. 
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dewasa pria ataupun wanita baik itu sudah menikah atau belum 
dengan anak dibawah umur.
28
 
Dari beberapa pendapat diatas, mayoritas ulama 
bepandangan bahwa hukuman bagi pelaku sodomi harus di had 
zina, namun lain halnya pendapat Imam Abu Hanifah yang lebih 
menitikberatkan kepada hukuman ta’zi>r  bagi pelaku sodomi. 
3. Pencabulan 
Pencabulan berasal dari kata cabul yang dalam bahasa arab 
disebut fasuqa dan secara bahasa diartikan: Keluar dari jalan yang 
haq serta kesalihan, berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan 
dosa, sesat kufur, berzina.
29
 
Secara mudah perbuatan cabul juga bisa diartikan perbuatan 
melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak 
sampai pada bentuk hubungan kelamin. Misalnya laki-laki meraba 
buah dada seorang perempuan, menepuk pantat, meraba-raba 
anggota kemaluan, oral seks, menggauli atau mencabul dan lain-
lain. Bentuk perbuatan pencabulan dalam pandangan Islam masuk 
kategori zina karena pencabulan itu bagian atau menuju 
                                                          
       
28
 Mohammad Fathurahman Bin Azizan,  “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan 
Pedofilia (Studi Perbandingan Hukum Islam Menurut Ulama Klasik dan Perppu No. 1 
Tahun 2016)”, Skripsi, Jurusan  Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 
Darussalam. Banda Aceh. 2018. hlm. 45. 
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 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 
1997), hlm. 1055. 
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perzinahan, sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam 
Surat al-Isra’ ayat 32: 
                    
Artinya:  
“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina 
itu adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang 
buruk.”  
Sedangkan cabul sendiri merupakan perbuatan merangsang 
untuk memuaskan nafsu seks bagi diri sendiri maupun orang lain 
dengan melanggar tata hukum dan tata asusila. Pencabulan 
merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. 
Perempuan di sini tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-
anak. Pencabulan dipandang sebagai kejahatan yang sangat 
merugikan korban apalagi yang menjadi korban pencabulan 
tersebut masih berusia anak di bawah umur. Kerugian ini dapat 
berupa rasa trauma yang berkepanjangan atau rasa malu kepada 
keluarga atau masyarakat. Rasa trauma dan malu yang dialami 
korban dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga kelak ia 
dewasa. Hukuman tindak pidana pencabulan di dalam hukum 
pidana Islam masuk dalam kategori ta’zi>r. 
Menurut bahasa, lafaz ta’zi>r  berasal dari kata: azzara yang 
berarti man‟u wa radda (mencegah dan menolak). Ta’zi>r  dapat 
berarti addaba (mendidik) atau azhum wa waqra yang artinya 
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mengagungkan dan menghormat.
30
 Dalam fiqh jinayah, pengertian 
ta’zi>r  adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan 
kadar hukumnya oleh syara’ dan penentu hukumnya menjadi 
kekuasaan hakim. Hukuman tersebut bertujuan mencegah yang 
bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan menimbulkan 
kejeraan kepada pelaku.
31
 
Jadi dengan demikian jari><mah ta’zi>r  adalah suatu jari><mah 
yang hukumannya diserahkan kepada penguasa. Hakim dalam hal 
ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku 
jari><mah ta’zi>r. 
Dalam praktek penjatuhan hukuman, hukuman ta’zi>r 
terkadang dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai 
hukuman pokok bagi jari><mah ḥudūd atau qiṣāṣ diyat, yang dalam 
sidang pengadilan dianggap perlu dikenakan bagi jari><mah ḥudūd 
dan qiṣāṣ diyat yang karena sebab tidak dapat dijatuhkan kepada 
pelaku, atau karena adanya syubhat, baik dalam diri pelaku, 
korban, maupun tempat. Dalam hal ini, keberadaan ta’zi>r 
menempati hukuman pengganti ḥudūd atau qiṣāṣ diyat.32 
                                                          
       
30
 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), 
hlm. 177. 
 
       
31
 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), 
(Bandung: Pustaka Setia), hlm. 593. 
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 Ibid.. hlm. 595. 
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Para ulama membagi jari><mah ta’zi>r menjadi dua bagian 
yaitu: Pertama, jari><mah yang berkaitan dengan hak Allah yaitu 
segala sesuatu yang berkaitan dengan keslamatan umum. Misalnya 
membuat kerusakan di muka bumi, perampoka pencurian, 
perzinahan, pemberontakan dan tidak taat kepada Ulul Amri. 
Kedua, ta’zi>r yang berkaitan dengan hak perorangan yaitu segala 
sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, 
seperti tidak membayar utang dan penghinaan.
33
 
Jenis hukuman ta’zi>r bervariasi, diantaranya adalah sebagai 
berikut:
34
 
a. Hukuman mati, penguasa dapat memutuskan hukuman mati bagi 
pelaku jarimah, meskipun hukuman mati masih digolongkan 
sebagai ta’zi>r, misalnya koruptor dihukum gantung. 
b. Hukuman penjara, hukuman ini mutlak dikategorikan sebagai 
ta’zi>r . Hukuman penjara dalam pandangan hukum piana Islam 
berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum 
Islam penjara bukan dipandang sebagai hukuman utama, tetapi  
hanya dianggap hukuman kedua atau sebagai hukuman pilihan. 
Hukuman pokok dalam syariat Islam bagi perbuatan yang tidak 
diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid. 
c. Hukuman jilid, cambuk, dan yang sejenis. 
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 Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 162. 
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 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), 
hlm. 595-596. 
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d. Hukuman pengasingan 
e. Hukuman pencemaran nama baik, yaitu disebarluaskan 
kejahatannya oleh berbagai media 
f. Hukuman denda berupa harta,  
g. Hukuman kaffarah, karena pelaku berbuat maksiat, misalnya 
berpuasa dua bulan berturut-turut, memberi makan fakir miskin, 
memerdekakan hamba sahaya, dan memberi pakaian kepada 
orang yang membutuhkan. 
Beberapa hukuman tersebut tidak lain hanyalah untuk 
memberikan balasan atas perbuatannya dan memberikan efek jera 
kepada pelaku untuk tidak melakukannya kembali. Terlebih lagi 
jika yang menjadi korbannya adalah seorang anak, dimana anak 
merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, seperti firmn Allah Qs. 
Al-Kahfi: 46 
                     
          
Artinya: 
“ harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia 
tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih 
baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk 
menjadi harapan.” 
Hukum Pidana Islam merupakan Syari’at Allah yang 
mengandung kemslahatan bagi kehidupan manusia baik bak di dunia 
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maupun akhirat, Syari’at Islam yang dimaksud secara materil 
mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk 
melaksanakannya, konsep kewajiban syariat yaitu menempatkan 
Allah sebagai pegangan segala hak, baik pada diri sendiri dan pada 
diri orang lain, setiap orang yang hanya pelaksana dan yang 
berkewajiban memenuhi perintah Allah, perintah Allah yang 
dimaksud adalah harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan 
orang lain.
35
 
Penetapan tahun 2014 sebagai Tahun Darurat Nasional 
Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual  merupakan langkah awal 
yang tepat untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam 
melindungi anak. Fatayat NU (2014) mengemukakan langkah dalam 
melindungi anak ari kasus kejahatan seksual, yaitu:
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1) Mewajibakan lembaga perlindungan dan penegakan hukum 
tuntuk memprioritaskan kasus kekerasan terhadap anak, 
menjamin perlindungan dalam penanganannya, dan memastikan 
penanganan dampak yang dialami korban dan keluarga korban 
dilakukan scara tepat dan maksimal hingga hasil yang terbaik. 
2) Menetapkan kekerasan seksual pada anak sebagai pelanggaran 
HAM berat dan merevisi batas maksimal hukuman piana bai 
                                                          
       
35
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2015, hlm. 36-37. 
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pelaku kekerasan seksual pada anak menjadi hukuman seumur 
hidup. 
3) Memastikan penegakan hukum (law enforcement) yang 
memenuhi rasa keadilan korban, keluarga korban, dan 
masyarakat, serta menjatuhkan hukuman yang maksimal terhaap 
pelaku kekerasan seksual terhadap anak. 
4) Menetapkan sanksi tegas hingga pencabutan izin an penutupan 
permanen kepada lembaga dan atau institusi yang telah 
melakukan pembiraan atau pelalaian terhadap terjaminnya 
keamanan an keselamatan anak dari kekerasan jenis apapun. 
5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh 
penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di seluruh 
wilayah Indonesia, termasuk penanganan pemulihan pada 
korban dan keluarga korban. 
6) Mewajibkan syarat memastikan lingkungan aman an layak anak 
serta memberikan penampingan (technical assistance) bagi 
upaya perlindungan terhaap keselamatan anak si seluruh 
lembaga dan institusi yang terdapat kepesertaan anak di 
dalamnya seperti sekolah, taman anak, PAUD, dan play group. 
7) Mewajibkan materi pendidikan kesehatan reproduksi bertahap 
dan berjenjang kepada anak-anak melalui lembaga dan institusi 
pendidikan yang diintegrasikan di seluruh level pendidikan yang 
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terdapat kepersetaan anak di dalamnya baik di tingkat 
pendidikan formal, informal, dan non formal. 
8) Melakukan pendampingan (technical asistance), monitoring, 
dan ealuasi terhadap gerakan perlindungan dan pengamanan 
terhadap anak di lembaga-lembaga dan institusi-institusi yang 
terdapat kepesertaan anak didalamnya seperti sekolah, taman 
anak, PAUD, play group dan lain-lain. 
9) Membangun “Rumah Aman Anak” disetiap tingkat kabupaten 
diseluruh Indonesia dan menjamin penganggarannya sebagai 
komitmen pemerintah dalam menangani, memperhatikan, dan 
memberikan bantuan khusus bagi anak dan keluargaanak yang 
mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seksual anak. 
10) Mengembangkan sosialisasi secara menyeluruh kepada 
masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi 
anak yang tepat an bertahap serta upaya perlindungan kekerasan 
terhadap anak agar masyarakat memiliki pengetahuan 
(knowledge), kepedulian (awareness), dan penanganan (take 
action) dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. 
11) Memaksimalkan kerjasama pemerintah dengan semua pihak 
yang berkepentingan (multi stakeholder) dalam kasus kekerasan 
seksual terhadap anak, baik dengan lembaga swadaya 
masyarakat, ormas, perkumpulan, perserikatan, dan atau 
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individu-individu masyarakat yang peduli terhadap kekerasan 
seksual terhadap anak.  
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BAB IV 
PERBANDINGAN HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA 
PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM 
PIDANA ISLAM 
A. Analisis Hukuman Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Positif Dan 
Hukum Pidana Islam 
1. Analisis Hukuman Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Positif 
Pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai perbuatan 
pedofilia, dimana perbuatan pedofilia ini mengakibatkan anak dibawah 
umur yang menjadi korban dan orang dewasa yang menjadi pelakunya. 
Anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual tersebut sungguh 
sangat memprihatinkan, karena ketidak berdayaannya untuk melakukan 
perlawanan yang dilakukan oleh pelaku. Atas keprihatinan tersebut pihak 
pemerintah membuat aturan secara khusus yang mengatur tentang anak.  
Aturan hukum yang mengatur tentang anak terdapat dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dalam 
undang-undang tersebut telah mengatur tentang anak baik anak yang 
berhadapan dengan hukum maupun anak yang menjadi korban. Namun 
dalam kasus pedofilia ini anak yang  menjadi korban dari pelecehan 
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seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Sesuai dengan Undang-
Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pasal yang terkait 
dari perbuatan pedofilia pertama pada Pasal 81, yang menyatakan 
bahwa: 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain. 
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai 
hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga 
kependidikan,  aparat yang menangani perlindungan anak, 
atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-
sama, pidananya, ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman 
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga 
dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena 
melakukan tindak pidana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7D. 
(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang 
mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, 
terganggu atau hilangnya reproduksi, dan/atau korban 
meninggal dunia, pelaku dipidana, mati, seumur hidup, atau 
pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun. 
(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana 
tambahan  berupa pengumuman identitas pelaku. 
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(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 
ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan 
pemasangan alat pendeteksi elektronik. 
(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan 
bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka 
waktu pelaksanaan tindakan. 
(9) Pidana tambahan dan tindakan dikucilkan bagi pelaku Anak. 
Perbuatannya berupa: Setiap orang yang melakukan Kekerasan 
atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, maka hukumannya antara lain: 
a. Jenis hukuman 
Jenis hukuman yang dapat dikenai dalam tindak pidana pedofilia 
berupa hukuman pokok. Hukuman pokok yang ada dalam pasal 81 
terdiri dari hukuman penjara dan denda.   
b. Sifat hukuman 
1) Hukuman Alternatif adalah ciri khas bunyi pasal dalam undang-
undang yang ditandai dengan kata „atau‟. Misalnya dalam undang-
undang yang berbunyi “..…diancam dengan pidana penjara atau 
pidana denda……”, artinya hakim dapat memilih salah satu dari 
hukuman tersebut. 
2) Hukuman Kumulatif adalah ciri khas bunyi pasal dalam undang-
undang yang ditandai dengan kata “dan”. Misalnya dalam undang-
undang yang berbunyi “…...diancam dengan pidana penjara dan 
pidana denda……”, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dua-
duanya. 
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3) Hukuman Alternatif dan Kumulatif adalah ciri khas bunyi pasal 
yang ditandai dengan kata “dan/atau”. Dari kata “dan/atau” hakim 
memiliki kebebasan untuk menjatuhkan hukuman apakah 
alternatif (memilih) ataukah kumulatif (menggambungkan). 
Sedangkan bunyi pasal 81 terdapat kata “dan” artinya hukuman 
tersebut mengandung hukuman kumulatif yaitu pidana penjara dan 
pidana denda. 
c. Jangka waktu hukuman 
1) Paling lama (maksimal) adalah batas hukuman maksimal yang 
dapat dijatuhkan oleh hakim artinya hakim dapat memutuskan 
hukuman di bawah batas maksimal yang ada di dalam ketentuan 
aturannya. 
2) Paling singkat (minimal) adalah batas hukuman minimal yang 
dapat dijatuhkan oleh hakim artinya hakim dapat memutuskan 
hukuman di atas batas minimal dari ketentuan aturannya. 
3) Paling singkat (minimal) dan paling lama (maksimal) adalah 
rentang lamanya hukuman yang ada dalam ketentuannya yaitu 
diantara paling singkat (minimal) dan paling lama (maksimal). 
Ketentuan bunyi pasal 81 berupa pidana penjara paling singkat 
(minimal) 5 (lima) tahun dan paling lama (maksimal) 15 (lima belas) 
tahun.  
d. Besarnya denda 
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Besarnya denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah), artinya denda tersebut bisa kurang dari Rp 5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) karena tidak ada batasan minimal denda tersebut. 
e. Hukuman bagi pelaku yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-
orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, 
tenaga kependidikan,  aparat yang menangani perlindungan anak, atau 
dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya, 
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 
f. Adapun pelaku yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang 
mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, 
terganggu atau hilangnya reproduksi, dan/atau korban meninggal 
dunia, pelaku dipidana, mati, seumur hidup, atau pidana penjara 
paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun. 
g. Selain pelaku mendapat hukuman pokok seperti di atas pelaku juga 
dapat dikenai hukuman tambahan berupa pengumuman identitas 
pelaku. Sedangkan untuk pelaku yang terdapat dalam ayat (4) dan (5) 
dapat dikenai hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi 
elektronik. 
Kedua, Pencabulan pada Pasal 82 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
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(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh orang tua, wali, orang-rang yang mempunyai 
hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga 
kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau 
dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, 
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan 
kepada pelaku yang pernag dipidana karena melakukan tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E. 
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E  
menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang mengakibatkan luka 
berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya 
fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya 
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidananya tambahan berupa 
pengumuman identitas pelaku. 
(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai 
dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan 
pemasangan pendeteksi elektronik. 
(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan 
bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu 
pelaksanaan tindakan. 
(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak. 
Perbuatannya berupa: Setiap Orang yang melakukan Kekerasan 
atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 
serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maka hukumannya antara lain: 
a. Jenis hukuman 
Jenis hukuman yang dapat dikenai dalam tindak pidana pedofilia 
berupa hukuman pokok. Hukuman pokok yang ada dalam pasal 82 
terdiri dari hukuman penjara dan denda.   
b. Sifat hukuman 
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1) Hukuman Alternatif adalah ciri khas bunyi pasal dalam undang-
undang yang ditandai dengan kata „atau‟. Misalnya dalam undang-
undang yang berbunyi “..…diancam dengan pidana penjara atau 
pidana denda……”, artinya hakim dapat memilih salah satu dari 
hukuman tersebut. 
2) Hukuman Kumulatif adalah ciri khas bunyi pasal dalam undang-
undang yang ditandai dengan kata “dan”. Misalnya dalam undang-
undang yang berbunyi “…...diancam dengan pidana penjara dan 
pidana denda……”, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dua-
duanya. 
3) Hukuman Alternatif dan Kumulatif adalah ciri khas bunyi pasal 
yang ditandai dengan kata “dan/atau”. Dari kata “dan/atau” hakim 
memiliki kebebasan untuk menjatuhkan hukuman apakah 
alternatif (memilih) ataukah kumulatif (menggambungkan). 
Sedangkan bunyi pasal 82 terdapat kata “dan” artinya hukuman 
tersebut mengandung hukuman kumulatif yaitu pidana penjara dan 
pidana denda. 
c. Jangka waktu hukuman 
1) Paling lama (maksimal) adalah batas hukuman maksimal yang 
dapat dijatuhkan oleh hakim artinya hakim dapat memutuskan 
hukuman di bawah batas maksimal yang ada di dalam ketentuan 
aturannya. 
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2) Paling singkat (minimal) adalah batas hukuman minimal yang 
dapat dijatuhkan oleh hakim artinya hakim dapat memutuskan 
hukuman di atas batas minimal dari ketentuan aturannya. 
3) Paling singkat (minimal) dan paling lama (maksimal) adalah 
rentang lamanya hukuman yang ada dalam ketentuannya yaitu 
diantara paling singkat (minimal) dan paling lama (maksimal). 
Ketentuan bunyi pasal 81 berupa pidana penjara paling singkat 
(minimal) 5 (lima) tahun dan paling lama (maksimal) 15 (lima 
belas) tahun.  
d. Besarnya denda 
Besarnya denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah), artinya denda tersebut bisa kurang dari Rp 5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) karena tidak ada batasan minimal denda tersebut. 
e. Hukuman bagi pelaku yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-
orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, 
tenaga kependidikan,  aparat yang menangani perlindungan anak, atau 
dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya, 
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 
f. Adapun pelaku yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang 
mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, 
terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban 
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meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman 
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
g. Selain pelaku mendapat hukuman pokok yang berupa penjara dan 
denda pelaku juga dapat dikenai hukuman tambahan berupa 
pengumuman identitas pelaku. Sedangkan untuk pelaku yang terdapat 
dalam ayat (2) sampi dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan 
rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. 
2. Analisis Hukuman Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana 
Islam 
Islam sangat menjunjung tinggi dalam kaitannya dengan 
kehormatan setiap manusia. Yang dimaksud dengan kehormatan disini 
adalah kehormatan bagi korban pelecehan seksual atas dirinya. Maka dari 
itu sebelum terjadinya pelecehan seksual, Islam telah melarang untuk 
mendekati perbuatan yang akan menuju kepada pelecehan atas 
kehormatan. Larangan tersebut didasarkan pada qur an surat al-Isra‟ ayat 
32: 
                   
Artinya:  
“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu 
adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”  
Ayat tersebut melarang keras untuk mendekati perbuatan zina, 
karena dari perbuatan mendekati tersebut akan menjerumuskan pelaku 
kepada sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual. 
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Larangan tersebut tidak lain adalah untuk melindungi kehormatan 
manusia, dalam hal ini kehormatan seorang perempuan dan anak yang 
masih dibawah umur. 
Apabila seorang pedofilia telah sampai kepada tingkat 
pemerkosaan maka hukumannya adalah had zina. Dasar hukum tersebut 
terdapat dalam al-qur an surat An-Nur ayat 2: 
                         
                     
                 
Artinya:  
“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka 
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan 
janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu 
untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada 
Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman 
mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang 
beriman.” 
Dalam bab III telah dijelaskan bahwa hukuman bagi pelaku 
pedofilia adalah had zina. Hukuman tersebut merupakan pendapat dari 
beberapa mazhab seperti Imam Malik, mazhab Syafi‟i dan mazhab 
Hanbali. Tidak semua mazhab Hanbali berpendapat sama, maksudnya 
yaitu ada yang sebagian menghendaki hudud dan sebagian menghendaki 
ta’zi>r . 
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Dalam hal substansi materilnya, perkosaan mengandung unsur 
perzinahan, yaitu suatu hubungan persetubuhan yang dilakukan diluar 
perkawinan yang sah dengan adanya ketidak relaan dari salah satu pihak, 
melainkan dengan dasar paksaan. Dari dasar paksaan tersebut maka dapat 
dijadikan sebagai acuan bahwa perkosaan tersebut melebihi kasus 
perzinahan. 
Dalam kasus perkosaan tersebut dilakukan secara sepihak, artinya 
yang berkebutuhan adalah dari pihak pelaku dengan menggunakan 
kekerasan untuk membuat pihak pelaku tidak berdaya dan tidak ada 
pilihan lain selain mengikuti keinginan pelaku. Sehingga korban 
mengalami penderitaan fisik maupun psikis. Penderitaan tersebut hanya 
dirasakan dari pihak korban perkosaan namun lain halnya dalam kasus 
zina, penderitan tersebut tidak dirasakan secara langsung oleh pihak yang 
melakukannya. Dari pihak pelaku yang dapat diposisikan status 
hukumnya dengan pezina, dan sedangkan dari pihak korban status 
hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa melakukan persetubuhan 
diluar keinginanya. 
Dilihat dari perlawanan pihak korban tersebut, maka setidak-
tidaknya proses hukum yang dapat berjalan  dan penjatuhan hukumannya 
kepada pelaku dapat berpijak pada  hukuman yang dikenakan pada kasus 
perzinahan, artinya standar yang digunakan adalah standar minimal, dan 
bukan mengacu secara mutlak terhadap kasus perzinahan, khususnya 
dalam hal penjatuhan hukumannya.  
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Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa penderitaan 
dari pihak korban lebih berat dari pada perbuatan perzinahan, maka dari 
itu hukuman bagi pelaku perkosaan setidak-tidaknya disamakan dengan 
kedudukan yang melakukan perzinahan. Jenis hukuman yang dapat 
dijatuhkan kepada pelaku perkosaan diantaranya adalah deraan atau 
dicambuk 100 (seratus) kali kemudian diasingkan selama satu tahun, 
hukuman tersebut bagi pelaku yang ghairu muhsan (yang belum 
menikah). Sedangkan hukuman rajam (dilempari batu sampai mati) untuk 
pelaku muhsan (yang sudah menikah).  
Dalam Islam tidak hanya mengatur kasus persetubuhan yang 
dilakukan lain jenis kelamin tetapi ada juga persetubuhan dengan 
sesama jenis kelamin laki-laki (dalam kasus sodomi) hukumnya harus 
diperberat. Dalam bab III telah dijelaskan tentang larangan dan aturan 
hukum dari perbuatan sodomi. Ada beberapa pendapat tentang 
pemberian hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku sodomi 
diantaranya pendapat Imam Syafi‟i dan Imam Malik memiliki pendapat 
yang sama, yaitu dengan mengatakan bahwa homoseks adalah rajam 
secara mutlak baik pelakunya yang muhsan maupun yang ghairu 
muhsan. Namun lain halnya untuk Imam Abu Hanifah yang 
berpendapat bahwa pelaku homoseks dapat dijatuhi hukuman ta’zi>r . 
B. Persamaan dan perbedaan  Hukuman Bagi Pelaku pedofilia Dalam 
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam 
1. Persamaan 
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Dari segi perbuatan yang dilakukan oleh pedofilia yaitu adanya 
keterlibatan seorang anak yang menjadi korban dari perlakuan 
pedofilia. Sedangkan dari segi perbuatan atau tindakan pedofilia yaitu 
adanya suatu larangan dari kedua sumber aturan hukum tersebut baik 
dalam hukum Positif maupun dalam Hukum Pidana Islam. Selain itu 
adanya hukuman, kedua sumber hukum tersebut (hukum positif dan 
hukum pidana Islam) yang sama-sama memberikan hukuman bagi 
pelaku pedofilia. Salah satu hukuman yang sama dari kedua sumber 
hukum tersebut yaitu adanya hukuman mati bagi pelaku pedofilia. 
2. Perbedaan 
Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis perbedaan 
hukuman bagi pelaku pedofilia maka penulis membuat tabel sebagai 
berikut: 
No. Jenis Perbuatan Hukum Positif Hukum Pidana 
Islam 
1. -Heteroseksual 
Persetubuhan dengan 
menggunakan 
kekerasan atau 
ancaman kekerasan, 
melakukan tipu 
muslihat, serangkaian 
- Hukuman pokok 
berupa penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan 
denda paling banyak 
Rp 5.000.000.000,00 
Pendapat Imam 
Malik, Imam 
Abu Hanifah,  
Ulama 
Syafi‟iyah dan 
sebagian 
Mazhab Hanbali 
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kebohongan atau 
membujuk anak 
 
 
- Dilakukan oleh 
orang-orang yang 
memiliki hubungan 
keluarga, pengasuh 
anak, pendidik, 
dilakukan oleh lebih 
dari satu orang 
secara bersama-
sama, dan pelaku 
yang pernah 
terpidana dengan 
kasus yang sama. 
- Perbuatan yang 
dilakukan 
menimbulkan 
korban lebih dari 
satu orang, 
mengakibatkan luka 
berat, gangguan 
(lima miliar rupiah). 
Hukuman tambahan 
berupa pengumuman 
identitas pelaku. 
-Hukumannya 
ditambah 1/3 
(sepertiga) dari 
ancaman pidana pokok 
yang telah diputuskan 
oleh hakim terhadap 
pelaku. 
 
 
 
 
 
 
- Hukuman mati, seumur 
hidup atau hukuman 
penjara paling singkat 
10 (sepuluh) tahun dan 
paling lama 20 (dua 
puluh) tahun. 
berpendapat 
adanya hukuman 
zina (a. muhsan: 
rajam, b. ghairu 
muhsan: cambuk 
100 kali dan 
diasingkan 
selama satu 
tahun). 
Sedangkan 
sebagian 
Mazhab Hanbali 
wajib ta’zi>r . 
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jiwa, penyakit 
menular, terganggu 
atau hilangnya 
fungsi reproduksi, 
dan/atau korban 
meninggal dunia. 
Hukuman tambahan 
berupa tindakan kebiri 
kimia dan pemasangan 
alat pendetekesi 
elektronik. 
2. Homoseksual 
- Persetubuhan 
dengan 
menggunakan 
kekerasan atau 
ancaman kekerasan, 
melakukan tipu 
muslihat, 
serangkaian 
kebohongan atau 
membujuk anak 
 
- Dilakukan oleh 
orang-orang yang 
memiliki hubungan 
keluarga, pengasuh 
anak, pendidik, 
- Hukuman pokok 
berupa penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan 
denda paling banyak 
Rp 5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 
Hukuman tambahan 
berupa pengumuman 
identitas pelaku. 
 
- Hukumannya 
ditambah 1/3 
(sepertiga) dari 
ancaman pidana 
pokok yang telah 
Para sahabat 
Rasul, Nashir, 
Qasim bin 
Ibrahim, Imam 
Syafi‟i dan 
Imam Malik 
adanya hukuman 
rajam sampai 
mati. 
Sementara 
ulama Syi‟ah 
Zaidiyah dan 
Abu Yusuf an 
Muhammad 
berpendapat 
sesuai dengan 
hukuman zina 
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dilakukan oleh lebih 
dari satu orang 
secara bersama-
sama, dan pelaku 
yang pernah 
terpidana dengan 
kasus yang sama. 
- Perbuatan yang 
dilakukan 
menimbulkan 
korban lebih dari 
satu orang, 
mengakibatkan luka 
berat, gangguan 
jiwa, penyakit 
menular, terganggu 
atau hilangnya 
fungsi reproduksi, 
dan/atau korban 
meninggal dunia 
diputuskan oleh hakim 
terhadap pelaku. 
 
 
 
 
 
- Hukuman mati, seumur 
hidup atau hukuman 
penjara paling singkat 
10 (sepuluh) tahun dan 
paling lama 20 (dua 
puluh) tahun. 
Hukuman tambahan 
berupa tindakan kebiri 
kimia dan pemasangan 
alat pendetekesi 
elektronik 
(muhsan dirajam 
dan yang ghairu 
muhsan di dera). 
Sedangkan 
Imam Abu 
Hanifah 
berpendapat 
untuk di ta’zi>r . 
3. Pencabulan dengan 
menggunakan 
kekerasan atau 
- Hukuman pokok 
berupa penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun 
Hukuman ta‟zir 
yaitu 
hukumannya 
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ancaman kekerasan, 
memaksa, melakukan 
tipu muslihat, 
melakukan 
serangkaian 
kebohongan atau 
membujuk anak. 
 
Dilakukan oleh 
orang-orang yang 
memiliki hubungan 
keluarga, pengasuh 
anak, pendidik, 
dilakukan oleh lebih 
dari satu orang 
secara bersama-
sama, dan pelaku 
yang pernah 
terpidana dengan 
kasus yang sama. 
-Perbuatan yang 
dilakukan 
menimbulkan 
dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan 
denda paling banyak 
Rp 5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 
Hukuman tambahan 
berupa pengumuman 
identitas pelaku. 
- Hukumannya 
ditambah 1/3 
(sepertiga) dari 
ancaman pidana 
pokok yang telah 
diputuskan oleh hakim 
terhadap pelaku. 
 
 
 
 
 
-Hukumannya 
ditambah 1/3 
(sepertiga) dari 
diserahkan 
kepada 
penguasa. 
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korban lebih dari 
satu orang, 
mengakibatkan luka 
berat, gangguan 
jiwa, penyakit 
menular, terganggu 
atau hilangnya 
fungsi reproduksi, 
dan/atau korban 
meninggal dunia 
ancaman hukuman 
pokok yang telah 
diputuskan oleh hakim 
terhadap pelaku. 
Hukuman tambahannya 
berupa tindakan 
rehabilitasi dan 
pemasangan alat 
pendeteksi elektronik. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan mengenai perbandingan hukuman bagi 
pelaku tindak pidana pedofilia dalam perspektif hukum positif dan hukum 
pidana Islam maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Dalam hukum positif, hukuman bagi pelaku pedofilia sesuai dengan 
Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 
Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
Menjadi Undang-Undang, dengan hukuman pokok berupa hukuman 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). Hukuman tersebut bersifat kumulatif yaitu dengan 
menjatuhkan kedua hukuman tersebut berupa hukuman penjara dan 
denda. Selain hukuman pokok pelaku juga dapat dijatuhi hukuman 
tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan rehabilitasi, 
tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.  
Sedangkan dalam hukum pidana Islam, sesuai dengan pendapat 
mayoritas ulama bahwa hukuman bagi pelaku pedofilia yang sudah 
sampai pada tingkat persetubuhan adalah dapat dijatuhi hukuman zina, 
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dengan ketentuan ghairu muhsan (pelaku yang belum pernah menikah) 
dera seratus kali, yang kemudian diasingkan selama satu tahun, 
sedangkan untuk muhsan (pelaku yang sudah pernah menikah) 
mendapatkan hukuman rajam yaitu dilempari batu sampai mati. Selain 
itu ada sebagaian pendapat dari Mazhab Hanbali yang menetapkan 
hukuman bagi pelaku pedofilia dengan hukuman ta’zi>r  yaitu jenis 
hukumannya diserahkan kepada penguasa. 
2. Persamaan hukuman bagi pelaku pedofilia dari kedua sumber hukum 
antara hukum positif dan hukum pidana Islam yaitu adanya hukuman 
mati. Sedangkan untuk perbedaan hukuman pada hukum positif 
menerapkan hukuman pokok yang berupa hukuman penjara dan denda, 
selain itu diberlakukan juga hukuman tambahan yang berupa 
pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi, kebiri kimia, dan 
pemasangan alat pendeteksi elektronik. Sedangkan dalam hukum 
pidana Islam hukuman yang diterapkan berupa hukuman cambuk 100 
(seratus) kali dan diasingkan selama satu tahun.  
B. Saran 
Dari penelitian yang penulis telah lakukan ada beberapa saran yang dapat 
sumbangkan adalah sebagai berikut: 
1. Untuk pihak penegak hukum, diharapkan memberikan keadilan yang 
seadil-adilnya baik bagi pelaku maupun dari pihak korban sehingga 
tidak ada yang merasa terzalimi. Selain itu perlu adanya pembaharuan 
aturan hukum yang mengatur secara spesifik dan terperinci tentang 
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hukuman bagi pelaku pedofilia sehingga lebih efektif untuk 
diterapkan. 
2. Untuk pihak keluarga agar lebih memperhatikan pertumbuhan anak, 
tingkah lakunya dan pergaulannya dalam masyarakat serta 
memberikan nasehat tentang baik buruknya perbuatan yang boleh dan 
tidak boleh dilakukan.  
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Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG
Pasal 1
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882) ditetapkan menjadi 
Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 9 November 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 9 November 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 237
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PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG
I. UMUM
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa Negara 
menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan 
dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana 
terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum 
menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan.
Oleh karena itu, Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak 
hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan 
memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi 
pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan 
mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Presiden telah menetapkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut telah mendapat 
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang 
berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
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PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN 
ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan 
membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu 
rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
c. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan 
efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, 
sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Mengingat:
1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 81
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang 
dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, 
orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, 
aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara 
bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).
(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari 
ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 
(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau 
hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, 
atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku 
dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa 
kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok 
dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”
2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 81A
(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling 
lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala 
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan 
kesehatan.
(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan 
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Peraturan Pemerintah.”
3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 82
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, 
orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, 
aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara 
bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).
(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari 
ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 
(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau 
hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) 
dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat 
dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai 
tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok 
dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.”
4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 82A
(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah 
terpidana menjalani pidana pokok.
(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala 
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan 
kesehatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.”
Pasal II
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Mei 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Mei 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 99
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PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN 
ANAK
I. UMUM
Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib 
mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.
Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan 
komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (serious crimes) yang semakin meningkat 
dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak 
kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, 
keamanan, dan ketertiban masyarakat.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak 
namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara 
komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan 
mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok 
berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas 
pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan 
alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.
Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” termasuk hubungan sedarah dalam garis 
menyamping sampai derajat ketiga.
Yang dimaksud dengan “aparat yang menangani perlindungan anak” misalnya, polisi, jaksa, hakim, 
pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “penyakit menular” adalah penyakit yang ditularkan melalui antara lain 
hubungan seksual, darah, duh tubuh, dan luka, misalnya, HIV/Aids, Neisseria gonorhoe, dan Sifilis.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengetahui 
keberadaan mantan narapidana.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 81A
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 82
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 82A
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
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TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5882
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk 
perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki 
peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak 
manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap 
beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d 
perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak.
Mengingat:
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5332).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
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Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG 
PERLINDUNGAN ANAK.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4235) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 
disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 
1 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya 
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan 
anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus 
ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu 
angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai 
Orang Tua terhadap Anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, 
spiritual, maupun sosial.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, 
atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap 
masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif 
berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki 
potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada 
bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, 
Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan 
membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan 
putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, 
pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang 
Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, 
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melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai 
dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh 
Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi 
kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan 
kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan 
diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan.”
2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 6
Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat 
kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni 
ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 9
(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan 
Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau 
pihak lain.
(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak 
Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki 
keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 12
Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan 
taraf kesejahteraan sosial.”
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5. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) dan penjelasan Pasal 14 diubah sehingga 
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 14
(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau 
aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi 
Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses 
tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 
minatnya;
c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
d. memperoleh Hak Anak lainnya.”
6. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 15
Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
e. pelibatan dalam peperangan; dan
f. kejahatan seksual.”
7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 20
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban 
dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”
8. Ketentuan mengenai judul Bagian Kedua pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”
9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 21
(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati 
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pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, 
budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
(2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban 
untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
(3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah 
berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang 
penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan 
mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
(5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah 
membangun kabupaten/kota layak Anak.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.”
10. Ketentuan Pasal 22 diubah dan penjelasan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 22
Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan 
dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan 
Perlindungan Anak.”
11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 23
(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan 
kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain 
yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
(2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”
12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 24
“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam 
menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.”
13. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 25
(1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui 
kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.”
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14. Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga”
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 
berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 26
(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak 
dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
16. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 27
(1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan 
dan/atau membantu proses kelahiran.
(4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui 
keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang 
yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.”
17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 28
(1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang administrasi kependudukan.
(2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
(3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
(5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
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18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai 
berikut:
“Pasal 33
(1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi 
persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
(2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan 
pengadilan.
(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama 
yang dianut Anak.
(4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib 
mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
19. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai 
berikut:
“Pasal 38A
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, 
yakni ayat (2a), dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga 
Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 39
(1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan 
dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah 
antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
(2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, 
dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
(3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
(4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
(4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus 
menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
(5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas 
penduduk setempat.”
21. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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“Pasal 41
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan pengangkatan Anak.”
22. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai 
berikut:
“Pasal 41A
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
23. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 43
(1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga 
sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
(2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.”
24. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 44
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya 
kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang 
optimal sejak dalam kandungan.
(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya 
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 
secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
25. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 45
(1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak 
dalam kandungan.
(2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.”
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26. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga 
berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 45A
Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan 
alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 45B
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan 
yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
(2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.”
27. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 46
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang 
lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.”
28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 47
(1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi 
Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
(2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi 
Anak dari perbuatan:
a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan 
kesehatan Anak;
b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang 
Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.”
29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 48
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) 
tahun untuk semua Anak.”
30. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 49
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang 
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seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.”
31.  Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 51
Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan 
inklusif dan/atau pendidikan khusus.”
32. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 53
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan 
dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, 
Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
(2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.”
33. Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 54
(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak 
Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, 
tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, 
aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.”
34. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 55
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan 
rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh 
lembaga masyarakat.
(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan 
lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan 
berbagai pihak yang terkait.
(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang sosial.”
35. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 56
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib 
mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
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a. berpartisipasi;
b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan 
Anak;
d. bebas berserikat dan berkumpul;
e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, 
tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu 
perkembangan Anak.”
36. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 58
(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat 
penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan 
tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
37. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 59
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung 
jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
a. Anak dalam situasi darurat;
b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya;
f. Anak yang menjadi korban pornografi;
g. Anak dengan HIV/AIDS;
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
j. Anak korban kejahatan seksual;
k. Anak korban jaringan terorisme;
l. Anak Penyandang Disabilitas;
m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
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n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”
38. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai 
berikut:
“Pasal 59A
Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui 
upaya:
a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, 
serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”
39. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 60
Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Anak yang menjadi pengungsi;
b. Anak korban kerusuhan;
c. Anak korban bencana alam; dan
d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.”
40. Ketentuan Pasal 63 dihapus.
41. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 64
Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. pemisahan dari orang dewasa;
c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi 
serta merendahkan martabat dan derajatnya;
f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan 
dalam waktu yang paling singkat;
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h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang 
tertutup untuk umum;
i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k. pemberian advokasi sosial;
l. pemberian kehidupan pribadi;
m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
n. pemberian pendidikan;
o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
42. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 65
Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati 
budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya 
sendiri.”
43. Ketentuan Pasal 66 diubah dan ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 66
Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat 
dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.”
44. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 67
Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, 
dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat 
dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan 
rehabilitasi.”
45. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 67A, Pasal 67B, dan Pasal 67C 
sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 67A
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Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap 
informasi yang mengandung unsur pornografi.
Pasal 67B
(1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan 
sosial, kesehatan fisik dan mental.
(2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 67C
Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf 
g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.”
46. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 68
Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, 
pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”
47. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 69
Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:
a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak 
korban tindak Kekerasan; dan
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”
48. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 69A dan Pasal 69B sehingga 
berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 69A
Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 
(2) huruf j dilakukan melalui upaya:
a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
b. rehabilitasi sosial;
c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari 
penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
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Pasal 69B
Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 
(2) huruf k dilakukan melalui upaya:
a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
b. konseling tentang bahaya terorisme;
c. rehabilitasi sosial; dan
d. pendampingan sosial.”
49. Ketentuan Pasal 70 diubah dan huruf b ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 70
Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 
huruf l dilakukan melalui upaya:
a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
b. pemenuhan kebutuhan khusus;
c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan 
pengembangan individu; dan
d. pendampingan sosial.”
50. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 71
Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, 
rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.”
51. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, dan 
Pasal 71D sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 71A
Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, 
dan pendampingan sosial.
Pasal 71B
Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi 
Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, 
rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.
Pasal 71C
Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 
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sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 71D
(1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, 
huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi 
yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.”
52. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:
“BAB IXA
PENDANAAN”
53. Di antara Pasal 71D dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71E sehingga berbunyi sebagai 
berikut:
“Pasal 71E
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan 
Perlindungan Anak.
(2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber 
dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
(3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
54. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 72
(1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun 
kelompok.
(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, 
lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga 
pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
(3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan cara:
a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan 
perundang-undangan tentang Anak;
b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
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d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap 
penyelenggaraan Perlindungan Anak;
f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh 
kembang Anak;
g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59; dan
h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
(4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan 
masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan 
informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan 
kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
(6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.”
55. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 73
Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.”
56. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“BAB XA
KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN”
57. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai 
berikut:
“Pasal 73A
(1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi 
lintas sektoral dengan lembaga terkait.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
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58. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 74
(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, 
dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat 
independen.
(2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah 
atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan 
Anak di daerah.”
59. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 75
(1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang 
wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, tokoh 
agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat 
yang peduli terhadap Perlindungan Anak.
(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur 
dengan Peraturan Presiden.”
60. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 76
Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan 
Perlindungan Anak.
c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak 
Anak;
e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; 
dan
g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap 
Undang-Undang ini.”
61. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“BAB XIA
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LARANGAN”
62. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, 
Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J sehingga berbunyi 
sebagai berikut:
“Pasal 76A
Setiap orang dilarang:
a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik 
materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.
Pasal 76B
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi 
perlakuan salah dan penelantaran.
Pasal 76C
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 
melakukan Kekerasan terhadap Anak.
Pasal 76D
Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Pasal 76E
Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu 
muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul.
Pasal 76F
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 
melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.
Pasal 76G
Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan 
melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses 
pembangunan Masyarakat dan budaya.
Pasal 76H
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Setiap Orang dilarang merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan 
membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.
Pasal 76I
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 
melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.
Pasal 76J
(1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh 
melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau 
psikotropika.
(2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh 
melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif 
lainnya.”
63. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 77
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah).”
64. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 77A dan Pasal 77B sehingga 
berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 77A
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan 
dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.
Pasal 77B
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah).”
65. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 80
(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
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(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah).
(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah).
(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”
66. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 81
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang 
dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, 
pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari 
ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
67. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 82
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, 
pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari 
ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
68. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 83
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 
sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah).”
69. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai 
berikut:
“Pasal 86A
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta 
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rupiah).”
70. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 87
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah).”
71. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 88
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah).”
72. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 89
(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), 
dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 
5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah).
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”
73. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 91A sehingga berbunyi sebagai 
berikut:
“Pasal 91A
Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.”
Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan Di Jakarta,
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Pada Tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 297
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PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
I. UMUM
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan 
sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan 
negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang 
secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk 
mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa 
perlakuan diskriminatif.
Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai 
dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang 
bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi 
internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden 
Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang 
Hak-Hak Anak).
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk 
memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan 
bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam 
berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh 
Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan 
perlindungan atas Hak Anak.
Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain 
persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari 
korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang 
menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan 
berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat 
anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah 
sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan 
hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.
Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih 
antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya 
kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan 
peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku 
kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang 
diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan 
Anak.
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Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas 
tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk 
memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis 
dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk 
mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku 
kejahatan yang sama.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 6
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas 
dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan 
bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan Orang Tua atau Walinya.
Angka 3
Pasal 9
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 12
Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, 
meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara.
Angka 5
Pasal 14
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Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan 
tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang 
Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 15
Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan 
yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis.
Angka 7
Pasal 20
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 21
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 22
Yang dimaksud dengan “dukungan sarana dan prasarana”, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan 
olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, 
tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak 
yang ada di daerah.
Angka 11
Pasal 23
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Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 24
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 25
Cukup jelas.
Angka 14
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 26
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 27
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 28
Cukup jelas.
Angka 18
Pasal 33
Ayat (1)
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Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan 
Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 38A
Cukup jelas.
Angka 20
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (2a)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (4a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Ketentuan ini berlaku untuk Anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian 
agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara 
musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.
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Angka 21
Pasal 41
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 41A
Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 43
Cukup jelas.
Angka 24
Pasal 44
Cukup jelas.
Angka 25
Pasal 45
Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 45A
Cukup jelas.
Pasal 45B
Cukup jelas.
Angka 27
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Pasal 46
Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya Human 
Immunodeficiency Virus (HIV) atau Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), Tuberculosis (TBC), kusta, 
dan polio.
Angka 28
Pasal 47
Cukup jelas.
Angka 29
Pasal 48
Cukup jelas.
Angka 30
Pasal 49
Cukup jelas.
Angka 31
Pasal 51
Cukup jelas.
Angka 32
Pasal 53
Cukup jelas.
Angka 33
Pasal 54
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lingkungan satuan pendidikan” adalah tempat atau wilayah berlangsungnya 
proses pendidikan.
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Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual 
makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 34
Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, 
sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan Keluarga/perseorangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 35
Pasal 56
Cukup jelas.
Angka 36
Pasal 58
Cukup jelas.
Angka 37
Pasal 59
Cukup jelas.
Angka 38
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Pasal 59A
Cukup jelas.
Angka 39
Pasal 60
Cukup jelas.
Angka 40
Pasal 63
Dihapus.
Angka 41
Pasal 64
Cukup jelas.
Angka 42
Pasal 65
Cukup jelas.
Angka 43
Pasal 66
Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak 
yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, 
perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ 
reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh 
atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.
Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual 
atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua 
kegiatan pelacuran dan pencabulan.
Angka 44
32 / 40
www.hukumonline.com
Pasal 67
Cukup jelas.
Angka 45
Pasal 67A
Cukup jelas.
Pasal 67B
Cukup jelas.
Pasal 67C
Cukup jelas.
Angka 46
Pasal 68
Cukup jelas.
Angka 47
Pasal 69
Cukup jelas.
Angka 48
Pasal 69A
Cukup jelas.
Pasal 69B
Cukup jelas.
Angka 49
Pasal 70
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Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan khusus” meliputi aksesibilitas bagi Anak Penyandang 
Disabilitas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Angka 50
Pasal 71
Cukup jelas.
Angka 51
Pasal 71A
Cukup jelas.
Pasal 71B
Cukup jelas.
Pasal 71C
Cukup jelas.
Pasal 71D
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku 
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil 
yang diderita korban atau ahli warisnya.
Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak 
korban.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Angka 52
Cukup jelas.
Angka 53
Pasal 71E
Cukup jelas.
Angka 54
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “penyebarluasan informasi” adalah penyebarluasan informasi yang bermanfaat 
bagi Anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas Anak untuk menghindari labelisasi.
Yang dimaksud dengan “media massa” meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media 
elektronik (radio, televisi, film, video), media teknologi informasi dan komunikasi (laman/website, portal 
berita, blog, media sosial).
Ayat (6)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak” antara lain:
a. tidak merekrut tenaga kerja Anak; dan
b. menyiapkan layanan ruang laktasi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
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Angka 55
Pasal 73
Cukup jelas.
Angka 56
Cukup jelas.
Angka 57
Pasal 73A
Ayat (1)
Lembaga terkait antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lembaga swadaya Masyarakat yang 
peduli terhadap Anak, dan kepolisian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 58
Pasal 74
Cukup jelas.
Angka 59
Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat ini termasuk tokoh adat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
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Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Peraturan Presiden termasuk pembentukan organisasi di 
daerah.
Angka 60
Pasal 76
Cukup jelas.
Angka 61
Cukup jelas.
Angka 62
Pasal 76A
Cukup jelas.
Pasal 76B
Cukup jelas.
Pasal 76C
Cukup jelas.
Pasal 76D
Cukup jelas.
Pasal 76E
Cukup jelas.
Pasal 76F
Cukup jelas.
Pasal 76G
Cukup jelas.
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Pasal 76H
Cukup jelas
Pasal 76I
Cukup jelas.
Pasal 76J
Cukup jelas.
Angka 63
Pasal 77
Cukup jelas.
Angka 64
Pasal 77A
Cukup jelas.
Pasal 77B
Cukup jelas.
Angka 65
Pasal 80
Cukup jelas.
Angka 66
Pasal 81
Cukup jelas.
Angka 67
Pasal 82
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Cukup jelas.
Angka 68
Pasal 83
Cukup jelas.
Angka 69
Pasal 86A
Cukup jelas.
Angka 70
Pasal 87
Cukup jelas.
Angka 71
Pasal 88
Cukup jelas.
Angka 72
Pasal 89
Cukup jelas.
Angka 73
Pasal 91A
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
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